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PERATURAN BUPATI TEGAL
© 'NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DERAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

_ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu diatur
mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tegal berbasis akrual dengan berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan; :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perli menetapkan Peraturan Bupati Tegal
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Tegal; : :

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); :

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran - Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}); '

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sehagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844};

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575};



14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576};

15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S165};

22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,;



Menetapkan
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_Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2008 Nomor 2,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Pemerintah Xabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor
6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor
9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor
8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012  tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor
8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2012 Nomor 20,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 68};

Peraturan Dacrah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21,Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69};

. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pembentukan  Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008

Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL.



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L.
2.
3.

10.

11.

12.

13'

Daerah adalah Kabupaten Tegal.
Bupati adalah Bupati Tegal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Tegal dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi
pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan
pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar
entitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,
utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal
tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan
setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/pengguna barang , yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKQ
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyal
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran /
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan wajib  menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak periu
dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak periu dibayar kembali. ,

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah daerah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan eckuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos

yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.



41. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan pemerintah daerah.

BAB I
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam
rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Sistern Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD);
b. Bagan Akun Standar (BAS).

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat pilihan
prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi,
pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca
saldo serta penyajian laporan keuangan.

{2) genyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

art:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

WMo o TR

Pasal 5

(1} SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
a. Sistem akuntansi PPKD; dan
b. Sistem akuntansi SKPD.



{2)

(3)

(4}

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan
keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian
pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas,
penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

Rincian SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB YV
BAGAN AKUN STANDAR
Pasal 6

BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pedoman
bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang
menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

BAS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan
transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:

level 1 (satu) menunjukkan kode akun;

level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
level 3 {tiga) menunjukkan kode jenis;

level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.

o po o

Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

akun 1 (satu) menunjukkan aset;

akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;

akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

akun 4 {empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
akun 5 (lima) menunjukkan belanja;

akun 6 (enam) menunjukkan transfer;

akun 7 {tujuh) menunjukkan pembiayaan,;

akun 8 {delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan
akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

P O Q0 O

Rincian BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen
anggaran.

(2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dapat dilakukan konversi
dalam penyajian LRA.

(3) Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemerintah daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun
sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berléku pada tanggal 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Tegal ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Mei 2014

g)NTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal % Mei 2014
SEKRETA DAE KABUPATEN TEGAL,

L
HARON BAGAS PRF;KOSA
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 18 faln 2014
TANGGAL : 2 Mei 2014

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TEGAL

PENDAHULUAN

a. Pengertian

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Tegal
merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tegal baik di SKPKD maupun SKPD. SAPD
menggunakan prosedur pencatatan akuntansi double entry dan berbasis
akrual melalui alat-alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo,

dan laporan keuangan.
b. Tujuan

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini bertujuan untuk :

1) menjamin bahwa semua transaksi-transaksi keuangan yang
terjadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tegal yaitu di
SKPKD dan SKPD sudah dicatat secara benar;

2) menjamin bahwa semua informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan bebas dari salah saji material;

3) menjamin bahwa informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan berasal dari suatu proses (siklus akuntansi) sehingga

bisa ditelusur kebenarannya.

c. Ruang Lingkup

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini berlaku untuk PPKD dan
SKPD dalam melakukan identifikasi, pencatatan, pengukuran
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pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, serta
penyajian laporan. SAPD terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan Sistem
akuntansi SKPD.



IL.

SISTEM AKUNTANSI PPKD
a. Pencatatan Anggaran pada PPKD

Pencatatan anggaran pada PPKD merupakan tahap persiapan sistem

akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan

untuk merekam data anggaran yang akan membentuk perubahan

Saldo Anggaran Lebih (SAL). Perubahan SAL ini juga merupakan

akun antara yang berguna dalam rangka pencatatan transaksi

realisasi anggaran. Di dalam neraca, perubahan SAL merupakan

bagian ekuitas SAL.

1)

2)

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan anggaran PPKD
adalah sebagai berikut:

a) PPKD

b} Fungsi Akuntansi PPKD

Langkah-Langkah Teknis

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) yang sudah
dibuat oleh PPKD dan disetujui oleh Sekretaris Daerah diserahkan
kepada fungsi akuntansi PPKD. Berdasarkan DPA PPKD tersebut,
fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat “Estimasi
Pendapatan” di debit sebesar total anggaran pendapatan,
“Estimasi Penerimaan Pembiayaan” di debit sebesar total anggaran
penerimaan pembiayaan, “Apropriasi Belanja” di kredit sebesar
total anggaran belanja dan “Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan”
di kredit sebesar total anggaran pengeluaran pembiayaan. Selisih
antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat

sebagai “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Pendapatan XXX

Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX
Perubahan SAL XXX
Apropriasi Belanja XXX
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX




b. Akuntansi Pendapatan PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan
PPKD adalah sebagai berikut:
a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
b} Fungsi Akuntansi PPKD
2) Langkah-Langkah Teknis
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(1) Pendapatan Pajak
Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas
daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran
pajak. Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas

Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian
objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
Pendapatan Pajak...-LO XXX

Dalam hal pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak
yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui
sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan
“Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek terkait)” di
kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah Xxx
Pendapatan Pajak ....-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan
Pajak-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan
jurnal:
Perubahan SAL Xxx
Pendapatan Pajak ....-LRA XXX




{2) Hasil Eksekusi Jaminan

Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan
bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan
pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi Fungsi
Akuntansi PPKD untﬁk mengakui utang jaminan mencatat
“Kas di Kas Daerah” di debit dan “Utang Jaminan” di kredit

dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx

Utang Jaminan : XXX

Kemudian saat pihak ketiga tidak menunaikan
kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang
sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan
membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan tersebut
untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan
“Utang Jaminan” di debit dan “Pendapatan Hasil Eksekusi
Atas Jaminan-LO” di kredit dengan jurnal:

Utang Jaminan XXX

Pendapatan Hasil Eksekusi

atas Jaminan-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan
Hasil Eksekusi Atas Jaminan-LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Pendapatan Hasil Eksekusi
Atas Jaminan -LRA XXX




b) Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun
demikian penetapan tersebut belum dapat dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan
tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk
penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan
transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada
Rekening Kas Umum Daerah. Dalam kasus ini, Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit
dan “Pendapatan Transfer-LO (sesuai rincian objek terkait)” di

kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx

Pendapatan Transfer.... -LO XXX

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada
saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika
itu terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan
pengakuan pendapatan. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
“Piutang Pendapatan” di debit dan “Pendapatan Transfer-LO

(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pendapatan - Xxx

Pendapatan Transfer.... -LO XXX

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari
pemerintah pusat atas kurang salur tersebut, maka Rekening
Kas Umum Daerah akan mengeluarkan Nota Kredit untuk
PPKD. Berdasarkan Nota Kredit ini Fungsi Akuntansi PPKD
akan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang
Pendapatan Transfer (sesuai rincian objek terkait)” di kredit

dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx

Piutang Pendapatan Transfer ... XXX




Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan transfer, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Transfer-LRA (sesuai
rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx

Pendapatan Transfer.... -LRA XXX

¢) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
(1) Pendapatan Hibah
Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat
dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat
adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan
hibah tersebut. Untuk itu Fungsi Akuntansi PPKD mengakui
Pendapatan Hibah bersamaan dengan diterimanya kas pada
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan mencatat “Kas
di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Hibah-LO” di kredit

dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
Pendapatan Hibah-LO XXX

Selain itu, karena hibah vyang diterima berupa uang
merupakan realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hibah-
LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx
Pendapatan Hibah -LRA XXX

Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, fungsi
akuntansi PPKD mencatat “Aset Tetap” di debit dan

“Pendapatan Hibah-LO” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap Xxx
Pendapatan Hibah-LO XXX




2)

(3)

Pendapatan Non Operasional — Surplus Penjualan Aset
Nonlancar - LO

Surplus Penjualan Aset Nonlancar pada PPKD berasal dan
aktivitas pelepasan investasi. Surplus terjadi ketika harga
jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai

buku investasi tersebut.

Untuk transaksi pelepasan investasi, berdasarkan dokumen
transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus

Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” dan “Investasi ...

di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Surplus Pelepasan Investasi Jangka XXX

Panjang - LO

Investasi ... XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap penerimaan
pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Perubahan
SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit dengan

jurnal:

Perubahan SAL Xxx

Penerimaan Pembiayaan Xxx

Pendapatan Non Operasional — Surplus Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul
karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar)
lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying

value) dari kewajiban tersebut.

Berdasarkan salinan Surat Perintah Pencairan Dana
Langsung (SP2D LS) PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD akan
menghapus kewajiban yang telah dibayar dan mengakui
adanya surplus dari penyelesaian kewajiban tersebut dengan
mencatat “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek

terkait)” di debit serta “Surplus Penyelesaian Kewajiban
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C.

Jangka Panjang....-LO” dan “Kas di Kas Daerah” di kredit

dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang .... Xxx

Surplus Penyelesaian Kewajiban XXX
Jangka Panjang ...-LO
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran karena pelunasan

kewajiban tersebut merupakan pengeluaran pembiayaan,

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat  “Pengeluaran
Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan
jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan Xxx

Perubahan SAL XXX

Akuntansi Belanja dan Beban PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi beban PPKD
adalah sebagai berikut:
a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD

c)

Kuasa BUD

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk
diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial untuk
pengakuan beban tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan
pencatatan “Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit

dengan jurnal:

Beban Bunga Xxx

Utang Bunga XXX

Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan untuk

pembayaran beban bunga tersebut. Berdasarkan SP2D
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b)

pengeluaran kas untuk pelunasan utang bunga tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Utang Bunga” di debit dan “Kas di Kas

Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Bunga Xxx
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja bunga,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja Bunga” di debit dan
“Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Bunga XXX
Perubahan SAL XXX

Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah
melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi,
Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait
pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti
memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Beban Subsidi” di debit dan “Utang Belanja Subsidi” di
kredit dengan jurnal:

Beban Subsidi Xxx
Utang Belanja Subsidi XXX

Selanjutnya  dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP), pembuatan Surat Perintah
Membayar (SPM) hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D
pengeluaran kas untuk pelunasan utang subsidi tersebut, Fungsi
Akuntansi PPKD méncatat “Utang Belanja Subsidi” di debit dan
“Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Subsidi Xxx
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap belanja subsidi,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja Subsidi” di debit dan
“Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:



c)

d)

Belanja Subsidi Xxx

Perubahan SAL XXX
Beban Hibah
PPKD dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan
Daerah /Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan

penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan
dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban
tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena
mengingat masih perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan
dokumen pencairan. Untuk itu atas pengakuan beban hibah,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Beban Hibah” di debit dan “Kas
di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Beban Hibah Xxx
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap Belanja Hibah,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja Hibah” di debit dan
“Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Hibah Xxx
Perubahan SAL XXX

Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM
hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D pembayaran beban
bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit

dengan jurnal:

Beban Bantuan Sosial Xxx
Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja

bantuan sosial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
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“Belanja Bantuan Sosial” (sesuai rincian objek terkait) di debit dan

“Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Bantuan Sosial.... Xxx
Perubahan SAL XXX

e) Beban Transfer
Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana
transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang
penetapan belanja transfer yang terkait. Fungsi Akuntansi PPKD
membuat pengakuan beban transfer berdasarkan bukti
penyaluran memorial tersebut. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Beban transfer” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan

jurnal:

Beban Transfer XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi transfer
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Transfer (sesuai
rincian objek terkait)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit

dengan jurnal:

Transfer.... XXX

Perubahan SAL XXX

d. Akuntansi Aset PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi aset PPKD adalah
sebagai berikut:
a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD
c) Kuasa BUD
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2) Langkah-Langkah Teknis

a) Perolehan Investasi
(1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi
Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Investasi
Jangka Pendek.....” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit

dengan jurnal:

Investasi Jangka Pendek ..... Xxx
Kas di Kas Daerah XXX

(2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar
pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.
Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Investasi Jangka Panjang..... ?
di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal:

Investasi Jangka Panjang ..... Kxx
Kas di Kas Daerah Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap pengeluaran
pembiayaan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Pengeluaran Pembiayaan® di debit dan “Perubahan SAL” di

kredit dengan jurnal:
Pengeluaran Pembiayaan XXX
Perubahan SAL XXX

b) Hasil Investasi

(1) Hasil Investasi Jangka Pendek
Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan

Investasi.
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(2) Hasil Investasi Jangka Panjang

(a) Metode Biaya
Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan
oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian
dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD
dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada
periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Piutang Lainnya” di debit dan “Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO” di

kredit dengan jurnal:
Piutang Lainnya XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan- LO

Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai
kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Piutang Lainnya”

di kredit dengan jurnal:
Kas di Kas Daerah XXX
Piutang Lainnya XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD juga mencatat “Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan - LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan XXX
Kekayaan Daerah yang dipisahkan—
LRA

(b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat

mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode
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berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh
perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang
dimiliki pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Investasi.....” di debit dan “Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO” di
kredit dengan jurnal:

Investasi ..... Xxx

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan — LO XXX

Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi
Akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen
tersebut pada “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Investasi.....” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Investasi ..... XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD juga mencatat “Perubahan SAL” di debit dan
“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan — LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang XXX
Dipisahkan — LRA

(c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang
(misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di
debit dan “Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO” di kredit

dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO XXX
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Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat pendapatan LRA “Perubahan SAL” di debit
dan “Pendapatan Bunga — LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx%

Pendapatan Bunga — LRA XXX

c) Pelepasan Investasi

(1)

(2)

Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan
Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi
PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan
Bunga-LO” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit dengan

jurnal:
Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan Bunga — LO XXX
Investasi Jangka Pendek XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga-
LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Pendapatan Bunga — LRA XXX

Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham,
berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit serta
“Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO” dan
“Investasi Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:
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Kas di Kas Daerah XXX

Surplus Pelepasan Investasi Jangka xxx
Panjang — LO
Investasi Jangka Panjang XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan
Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang diterima dengan

jurnal:

Perubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

e. Akuntansi Kewajiban PPKD

1)

2)

Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi kewajiban PPKD
adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) Kuasa BUD

c) PPKD

Langkah-Langkah Teknis

a) Penerimaan Utang
Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya
penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang
dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di

kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah XXX

Kewajiban Jangka Panjang ..... XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
penerimaan pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit

dengan jurnal:
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Perubahan SAL Xxx

Penerimaan Pembiayaan XXX

b) Pembayaran Kewajiban
Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses
penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan
SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Kewajiban Jangka Panjang

(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di

kredit dengan jurnal:
Kewajiban Jangka Panjang..... Xxx
Kas di Kas Daerah Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pengeluaran pembiayaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat
“Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di
kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Perubahan SAL %X

¢) Reklasifikasi Utang
Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD
menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang
jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi
oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi
Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi
dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan

“Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX
Bagian Lancar Utang Jangka XXX
Panjang
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f.  Akuntansi Pembiayaan PPKD

1)

2)

Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi pembiayaan PPKD
adalah sebagai berikut :
a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD
Langkah-Langkah Teknis
a} Penerimaan Pembiayaan
Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya

merupakan akuntasi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi

penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar
dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi
sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi
pelepasan investasi, transaksi penerimaah utang dan transaksi

lainnya yang sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit
dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi akuntansi PPKD mencatat

“Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit

dengan jurnal;
Perubahan SAL Xxx
Penerimaan Pembiayaan XXX

b} Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset
nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan

menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal
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transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan
transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokeck pinjaman
dari bank atau lembaga keuangan pada “Kewajiban Jangka
Panjang” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan

jurnal:

Kewajiban Jangka Panjang XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi, PPKD, Fungsi
akuntansi PPKD mencatat “Pengeluaran Pembiayaan” di debit
dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Pengeluaran Pembiayaan XXX

Perubahan SAL XXX

g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD
1) Pihak-Pihak Terkait

2)

Pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi dalam jurnal
penyesuaian dan koreksi PPKD adalah sebagai berikut :

a) Fungsi Akuntansi PPKD |

b) PPKD

Langkah-Langkah Teknis

a) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan,
berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi
kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut
diotorisasi oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar
Fungsi Akuntansi PPKD untuk membuat koreksi atas jurnal yang
salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja hibah
dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi
atas kesalahan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Beban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit dengan

jurnal:
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(o

Beban Hibah Xxx
Beban Subsidi Xxx

Selain itu pada saat bersamaan terhadap koreksi atas realisasi
belanja, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat “Belanja Hibah” di
debit dan “Belanja Subsidi” di kredit dengan jurnal:

Belanja Hibah Xxx

Belanja Subsidi XXX

b) Beban Penyisihan Piutang
Dalam metode penyisihan (Allowance method), setiap akhir tahun
berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur
piutang pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi
PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi
Akuntansi PPKD mencatat “Beban Penyisihan Piutang” di debit
dan “Penyisihan Piutang...” di kredit dengan jurnal:

Beban Penyisihan Piutang - Xxx

Penyisihan Piutang ... XXX

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang
Penghapusan Piutang, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat
“Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang...” di kredit dengan

jurnal:

Penyisihan Piutang ... Xxx

Piutang ... XXX

h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo PPKD
1} Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang
dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan Laporan
Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi
Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam
buku jurnal. Contoh format buku jurnal yang digunakan Pemerintah
Kabupaten Tegal, sebagai berikut:
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUKU JURNAL
PPKD
Halaman:
Nomor Kode ] ] )
Tanggal ) Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
1 2 3 4 5 6
Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan)

{(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a.

Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam
bukti transaksi.

Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D, kuitansi,
Surat Tanda Setoran (STS), Tanda Bukti Pembayaran, dan
sebagainya.

Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode
urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya.
Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas
Pendapatan adalah :

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode Urusan
1.07.01 Kode Organisasi
01.02 Kode Program & Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian Obyek Belanja

Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misainya “Belanja Telepon”.

e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debit.

Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.
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2)

Buku Besar
Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal

adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi
PPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta
jumiahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun.
Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUKU BESAR
PPKD
KODE REKENING § revseenaneaasaerreaeaneanas
NAMA REKENING D reererereraeraereen e
PAGU APBD e eri e
PAGU PERUBAHAN APBD ..o,
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6
................ , tanggal.............
Fungsi Akuntansi PPK
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai
dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian
obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada
Dinas Pendapatan adalah sebagai berikut:

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode Urusan
1.07.01 Kode Organisasi
01.02 Kode Program & Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian Obyek Belanja
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b. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai
kode rekeningnya.

c. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai dengan
jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor. Untuk
aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini
dikosongkan.

d. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja
sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan
Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana,
nilai Pagu Perubahan APBD ini dikosongkan.

e. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat dalam
jurnal yang bersangkutan.

f. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang
diposting.

g. Kolom 3 diisi referensi atau dari buku jurnal halaman berapa
jurnal yang diposting tersebut.

h. Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom debit.

i. Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom kredit.

j- Kolom 6 diisi saldo akumulasi.

3) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum

penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun

Neraca Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh

kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca

Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:
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i

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NERACA SALDO PPKD

PER TANGGAL .........
Halaman...
Kode Jumlah
. Nama Rekening
Rekening Debit Kredit
1 2 3 4
........... , tanggal......
Fungsi Akuntansi PPKD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun.

b. Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar.

c. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode
rekeningnya.

d. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir
debit.

e. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo akhir
kredit.

i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
1) Ketentuan Umum
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan
melalui proses akuntansi yang secara periodik dilakukan oleh Fungsi
Akuntansi PPKD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap
transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan.
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Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD
sebagai entitas akuntansi, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b)Neraca,;

¢) Laporan Operasional (LO);

d)Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

¢) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan
Keuangan PPKD:

/ Menyiapkan Kertas Kerja \

Mengisi
Neraca Saldo
Sebelum
Penyesuaian

Membuat
3 Neraca Saldo
i Setelah
Penyesuaian

Membuat
. Jurnal
_+¢ Penyesuaian

U

Menyusun Laporan Keuangan

Menyuasun LO,
membuat jurnal
2 . penutup LO dan

NS Setelah
Penutupan LO

Menyusun
Neraca,
3. membuat jurnal
"/ penutup akhir
" dan NS akhir

Menyusun LRA,
membuat jurmal
1: penutup LRA

-/ dan NS Setelah
Penutupan LRA

Menyusun
Catatan atas
Laporan
Keuangan

Menyusun
L Laporan

H Perubahan
Ekuitas
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2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

3)

keuangan adalah :

a) Fungsi Akuntansi PPKD

b) PPKD

Langkah-Langkah Teknis

a) Menyiapkan Kertas Kerja

Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)

sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja

adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan

Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah

proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara

manual.

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan

yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada dalam
format kertas kerja tercantumn dalam tabel sebagai berikut :

Kode

Rekening

Uraian

Neraca
) NS Setelah
Saldo | Penyesuaian )
Penyesuaian
(NS)
D K D K D K

(1) Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo
buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo
tersebut diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat

pada Kertas Kerja.

(2) Membuat Jurnal Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal

ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo
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pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-
transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut
diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada
Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan

untuk:
(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan
(b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
(c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya
pada akhir tahun

(3} Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca
saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat
sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada
kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat
pada Kertas Kerja.

b) Menyusun Laporan Keuangan
(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca
Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian

disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0. Jurnal penutup
tersebut dilakukan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran

yvang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja XXX
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan XXX
Perubahan SAL XXX
Estimasi Pendapatan XXX
Estimasi Penerimaan Pembiayaan XXX
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(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggéran, ditutup pada
akun surplus/defisit - LRA

Pendapatan — LRA XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX
Belanja XXX
Pengeluaran Pembiayaan XXX
Surplus/Defisit — LRA XXX

fc) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit -~
LRA pada akun Perubahan SAL yang terbentuk selama

transaksi.

Surplus/Defisit- LRA XXX

Perubahan SAL poed

Kemudian setelah membuat jurnal penutup, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan
LRA. Berikut ini adalah format LRA PPKD:
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Ruplah)

g

URALAN

BB in bW N -

K

S ELEEEHHYERENEREHEN

A%

838558883

SETBERARIBZELYLBEURS

duy

2 FREIN2338IREEBR28IIAdFAIE

%}

Realisasi

F Hasll Kelkay Dasrah yang Dipisabken
Lain-ain PAD yong Sah
Jumiah Pendapatan Asli Dasrah

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERHKEBANGAN
Dana Bagi Hasll Pajak
Dana Bagi Hasll Sumber Daya Alam
Dana Algkasi Limum
Dang Alnkasi Khosus
Jummilah Py Transier Bana P

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaion

Jumizh Pendapatan Transter Lainaya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINS!
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagl Hasil Lannya
Jumlah Transfer Permerintat Provinsl
Jumigh Pencapaten Transfer

LAN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

BELAMJA OPERASL
Bsianja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Jumish Belanje Oparas]

BELANJA TAK TERDUGA
Belanfa Tak Terduga
Jumiah Belanja Tak Teriuga
JUMLAH BELANJA,

TRANSFER _
TRANSFER BAG!E HABIL PENDAPATAN
Transter Bag Masil Pajak
Transter Bagi Hasil Pendapatar Lalanya
Jumnlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer B ke P Dasrah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Banhran Keuangan Lainnys
Jumiah Transfer Bantuan Keuangan
Jurtah Transter

JUMLAH BELAKJA DAN TRANSFER
SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SILPA
Peocairen Dana Cadangan
HasH Penjusian Kekayaan Dosrah yang Dipisahkan
Firgaman Datern Negert - Pemerintal Pusat
Pinjeenan Dalam Negert - Pemerintah Deerah Leionya
Pirjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Datam Negar - Lembaga Keusogan Buioin Bank
Pinjaman Dalam Negexi - Oligas]
Pinjaman Dalam Negeds - | ainnya
Penetimaan Kembali Pinjarnan kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnys

Peny Mipdalf Investasi P h Daerah
Pembayaran Pokok Pinjaman Datarm Negesi - Pemeriniah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjeman Dalam Negeri - Pemerintah Daersh Lalnnya
Pambayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Kevangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaega Ketuangan Bukan Bank
Pemayaran Fokok Pinfaman Dakim Negeri - Obligasl
Pombayaran Pokok Plrjaman Dol Neger - Laiotya
Pembertan Pirjaman kepada Perusehaan Negarma
Pemberian Pirjaenan kepada Perusehsan Deersh
Pemberian Pinjaman kepads Pemerintah Daefah Lainnya

Jumiah Pengefuaran Perbiaysan

JUMLAH PEMBIAYAAN

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG

PEMBIAYAAN ANGGARAN)

BlKEE

ERE

AlEx g

CERE

ERRE

QEREE

HEREE:

HERE B

HER]

HER

Bl &

g

R

A[8(% &

EHLIER

R

LR

A8 &

HEER

5|E[K &

HERE R

BEEE B

HER R

BREEE

HELE:

AELE

HEH
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HER

HER

HER

HER

Bl | tHiElE R 3
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(2) Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo setelah

Penutupan LO
Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk

kemudian membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Berikut ini contoh
jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO XXX
Surplus/Defisit...-LO XXX
Beban XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi
Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan
LO. Berikut ini adalah format LO PPKD:
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalam rupiah)
No URAIAN 20X1 2060 | Kenaikard %)
KEGIATAN OPERASIONAL
1{PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pajak Daerah 2004 200, s 200
4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 00X b 00 X0
5 Lair-ain PAD yang Sah 00 000 00K 0t
6 Jumlah Pandapatan Asli Daerah X% 00 X0 XXX
7
8 PENDAPATAN TRANSFER
8 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Masil Pajak 000 00 000 300K
1 Dana Bagi Hasit Sumber Daya Alam X0 2000 200K 000
12 Dana Alokasi Umum 000 000 300¢ 000
13 Dana Alokasi Khusus X000 300K 00( 200¢
14 Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan e 0 XXX XXX
15
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
17 Dana Otonomi Khusus x00¢ XX 0 XXX
18 Dana Penyesuaian 000 KX 300K XXX
19 Jumish F apatan Ti Lainny xK X0 X000 XK
20
2t TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
22 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 200 000 0K 2000
23 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0K KXX 20 XK
24 JumlahTransfer Pemerintah Provingi xxx xxx XXX XK
25 Jumiah Pendapatan Transfer XX AXX XXX 00
26
27 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
28 Pendapatan Hibah 00 €000 00K X000
28 Pandapatan Lainnya o] 00 2006 00X
30 Jumiah Lain-dain Pendapatan yang sah XXX XRK 000 o
3 JUMLAH PENDAPATAN 000 000 ] 000
32
33 | BEBAN
34 BEBAN OPERASI|
35 Beban Subsidi 00 00 0K 0
36 Reben Hibeh 00X WK w00¢ 000
a7 Beban Bantuan Sosial o g xx K 0%
38 Beban Lain-ain 00 X000 2000 300
39 Jumiah Beban Operasi 00 xxx X000 Xt
40
41 BEBAN TRANSFER
42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak XXX 2000 XXX 000
43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Laihnya 0K 2000 000 000
44 Beban Transter Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 1ainewa. Yo" R R YOOk
45 Baban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 200¢ 000 00 000
46 Beban Transfer Keuangan Lainnya X000 000 00X X0k
47 Jumiah Beban Transfer Xxx XXX XXX o
43 JUMLAH BEBAN XXX pr+ d XK XX
49
50 SURPLUS/DERSIT DARI OPERASI XXX e XXX
51
52 |SURPLUS/DEFISIT DARI KEGLATAN NON OPERASIONAL
53 SURPLUS NON OPERASIONAL
54 Surplus Penjualan Aset Non lancar 200 200 poed 000
55 Surpius Penyelesaian Kewsjiban Jangka Panjang X06X f3+4 0% 200¢
56 Surplus dari Kegiatan Non Operasionat Lainmya 000 perd 00 3000
o7 Jumdah Surplus Non Cpemsional XXX XX ity 000
58
59 DEFISIT NON OPERASIONAL
60 Defisit Penjualan Aset Non lancar feed XX fred XXX
61 Defisit Panyelasaian Kewsjiban Jangka Panjang X000 00t 53 30X
62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2004 00X KK X%
63 Jumiah Defisit Non Operasional o0 e ] XXX 100X
64 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 1000 XX XXX o0t
65
68 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA XX 00 Xy poid
&7
681POS LUAR BIASA
59 PENDAPATAN LUAR BIASA
70 Pardapatan Luar Biasa XXX XK 300 300
71 Jumiah Pandapatan Luar Biasa XXX 2300 XX XXX
72
73 BEBAN LUAR BIASA
74 Beban Luar Biasa 0K XK WK beed
75 Jumiah Baban Luar Biasa 000 o XX XXX
7w POS LUAR BIASA xxx e XXX 2008
77
78 SURPLUS/DEFISITLO XXX XXX AXX 000
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(3) Menyusun Neraca, jurnal penutup akhir, dan Neraca Saldo
Akhir
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan
pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal
penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit...-LO ke
akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit...-LO XXX
Ekuitas XXX

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini
akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang
selanjutnya. Berikut merupakan format mneraca PPKD
Pemerintah Kabupaten Tegal.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PPKD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
({Dalam Rupiah)
No. Uraian 20X1 20X0
1 |ASET
2 ASET LANCAR
3 Kas di Kas Daerah 000 XXX
4 investasi Jangka Pendek X000 00
5 Penyisihan Piutang XXX bred
6 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 200 o+ d
7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Dagrah x00 300
B8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemeriniah Pusat K, 200¢
9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX 0
10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 00 0X
11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 000 2000
i2 Piutang Lainnya XX 00X
13 RK SKPD ...... XK 00X
14 Jumiah Aset Lancar XXX 0K
15
18 INVESTASI JANGKA PANJANG
17 Investasi Nonpermanen
18 Finjaman Jangka Panjang o X0t
18 Investasi dalam Surat Utang Negara 2000 Ped
20 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX 200¢
21 investasi Nonpermanen Lainnya 00K 00
22 Jumlah Investasi Nonpermanen xXX XXX
23 Investasl Permanen
24 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XK 00X
25 Investasi Permanen Lainnya 0K 0K
26 Jumilah Investasi Permanen XXX XX
27 Jumtah Investasi Jangka Panjang xHX hisd
28
29 DANA CADANGAN
30 Dana Cadangan peid 00
3 Jumiah Dana Cadangan X XXX
32
33 ASET LAINNYA
34 Tagihan Jangka Panjang 2000 000
35 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 00X 200X
36 Aset Tidak Berwujud 30K 3000
37 Aset Lain-aim XX o d
38 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX
39
40 JUMLAH ASET XXX X000
4
42 |KEWAJIBAN
43
44 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
45 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 08X 100
48 Utang Bunga s 4 X000
47 Bagian Lancar Ltang Jangka Panjang XK 0
48 Pendapatan Diterima Bimuka Poed 000
49 Utang Jangka Pendek Lainnya X0 XKK
50 Jumiah Kewajiban Jangka Pendek XX XXX
51
52 KEWAIBAN JANGKA PANJANG
53 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan ey KX
54 Utang Dalam Negeri - Obligasi 00K X
55 Premium (Diskonto) Obligasi 0K 000
56 Utang Jangka Panjang Lainnya 100 300X
57 Jumlah Kewajlban Jangka Panjang XXX XXX
58
59 JUMLAH KEWAJIBAN XXX xx
&0
81 {EKUITAS
B2
&3 EKUITAS
64 Eluitas XXX K
65 Jumiah Ekultas XX X0
66
87 JUMLAH KEWAJBAN DAN EKUTTAS DANA XX XXX
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{(4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan format Laporan Perubahan Ekuitas
PPKD Pemerintah Kabupaten Tegal.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X

N URAIAN 20X1| 20Xo0|
1 {EKUITAS AWAL XXX | XXX
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO XXX | XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XK | XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX | XXX
6 LAIN-LAIN XXX [ XXX
7 |EXUITAS AKHIR XXX | XXX

(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas

Laporan Keuangan antara lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi
makro;

c¢) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

d} Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuar_igan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;
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e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

f} Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

Berikut ini merupakan format Catatan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babl Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
pemerintah daerah
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan
Bab Il | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan pemerintah daerah
3.1.1 | Pendapatan
3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset
3.1.5 | Kewajiban
3.1.6 | Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan
dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,
untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
Bab IV | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah
daerah
BabV | Penutup
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j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah
1) Ketentuan Umum

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu
entitas tunggal.
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan
proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi
yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua
entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar
dalam penyusunan laporan keuangan.
Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:
a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
¢} Neraca;
d) Laporan Operasional {LO};
¢} Laporan Arus Kas (LAK);
f} Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}; dan
g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah:

Menylapkan Kertas Kerja Konsolidasi \

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi \

Menyusun
Neraca, membuat
3; jurnal pemup

|  akhir dan NS
o Lhi

Menyusun LRA,
membuat jurnal
1 ; penutup LRA dan
i NS Setclah

Penutupan LRA

2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
a) Fungsi Akuntansi PPKD
b) PPKD
3) Langkah-Langkah Teknis
a) Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi
Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet)
dengan lajur sesuai banyaknya SKPD dan PPKD sebagai alat
untuk menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan PPKD.
Kertas kerja ini adalah alat bantu yang digunakan untuk
menyiapkan kolom neraca saldo pemerintah daerah dalam kertas
kerja penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kertas

kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan

keuangan yang dihasilkan secara manual.
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Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo PPKD yang dimasukkan
kedalam kertas kerja konsolidasi adalah Neraca Saldo yang
sudah disesuaikan. Setelah memasukkan semua neraca saldo
kedalam kertas kerja konsolidasi, Fungsi Akuntansi PPKD
membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris
yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Berdasarkan Neraca Saldo SKPD
dan Neraca Saldo PPKD serta Jurnal Eliminasi, Fungsi
Akuntansi PPKD mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah.
Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD
mencatat “RK-PPKD” di debit dan “RK-SKPD” di kredit dengan
jurnal:
RK-PPKD Xxx
RK-SKPD XXX

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan

yang berkembang. Informasi minimal yang harus ada pada

format kertas kerja sebagai berikut.

39



od Neraca Saldo | Neraca Saldo | Neraca Saldo | Neraca Saldo Jurnal Neraca Saldo
K
° | Uraian SKPD A SKPD B SKPD dst PPKD Eliminasi Pemda
Akun

D K D K D K D K D K D K
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b} Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi
(1) Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan Neraca
Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo Pemerintah Daerah, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran dan kemudian

disajikan dalam “Laporan Realisasi Anggaran”.

Nilai kolom debit dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi
Anggaran” dijumlahkan. Selisih antara kedua nilai ini
merupakan nilai “SILPA tahun berjalan”. Nilai ini ditempatkan
di bawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan

diperoleh nilai yang seimbang antara kolom debit dan kredit.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, PPKD juga membuat
jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai

akun-akun LRA menjadi 0. Berikut contoh jurnal penutup

LRA

Pendapatan-LRA Xxx

Penerimaan Pembiayaan —-LRA Xxx

Apropriasi Belanja Xxx

Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Xxx
Perubahan SAL Xxx
Belanja Xxx
Pengeluaran Pembiayaan -LRA Xxx
Estimasi Pendapatan Xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan Xxx

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi

PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini merupakan format Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TABUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

20X1

20X0

PENDAPATAN

BY SRS R RN NN RNl e st Bvavoosuna

w
©

3838398BSS3258ER&EE833213'a."i.‘Biﬁ338338i’i‘.2882SS&ESB‘.!‘E?S‘S%%&#SE#S#SS

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapetan Pajak Daerah
Penciapatan Retribush Daeran
F Hasl F Daemh yang D
Lainain PAD yang Sah
Jumlah Pendapatan Asli Dasrah

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bag! Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Bana Aokasi Khusus
Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesusian
Jurnlah Pendanatan Transter Pusat - Lainnya

TRANSFER PEMERINTAH PROVINS|
Pendapetan Bagi Hasll Pajak
Pendapatan Bagi HasH Lainnya
Jumiah Transier Pernerintah Provinsi
Total Pendapatan Trangfer

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Dena Darurat
Pendapaian Lalnnya
Jumiah Pendapstan Lain-ain yang Ssh
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA
BELANJA OPERASY
Befanja Pegawai
Belanjs Barang
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Soskat
Jumiah Balanja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peraiztan dan Masin
Belanja Gedung tan Bangunan
Befanja Jalan, ldgas! dan Jarngan
Belanja Asst Tetap Lalanya
Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA
Belanje Tak Tewduga
Jnmizh Botanin Tak Terduga
Sumish Batanja

TRANSFER
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
Bagl Hasll Pajak
Bag! Hosil Retfibusi
Bagl Hasil Pendapatan Lainnya
Jummlah Transfer Bagi Hasi Ka Desa

TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN
ke F Dwerzh Lainnya

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pangiumaan SILPA
Pencairan Dans Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah ynng Dipisabkan
Pinjsman Dajam Negeri - Pemesintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerinteh Daerah Lainya
Pinjarnan Dalam Negeri - Lembaga Keyangan Bank
Pinjarman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Finjaman Datem Negert - Obépash
Pinjartan Delam Negeri - Lalonys
Penerimaan Kembali Pinjoman kepada Penusahaan Negas
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perysahaan Daersh
Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah Dserah Lainmya

Jumiash Penerimaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Pepyartaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokek Pinjaman Datam Neger - Pameriniah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeti - Pemarintah Daerah Lalndya
Pembayaran Pokok Pinjaman Galam Negeri - Lembaga Keuangen Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Magert - Lembage Keuangan Bukan Buank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalamn Negeri - Obligas!
Pembayaran Pokok Pinjgman Dalam Negeri - Laianya

Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Deerah Lalnnya
Jumiah Pengeiuaran
PEMBIAYAAN NETO

Siza Lehih Pembisyasn Angoamn

EERE
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B BlEEyEEEyHEEEE
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(2) Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO dan Neraca Saido
setelah Penutupan LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, Fungsi
Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk
dalam komponen Laporan Operasional untuk kemudian

membuat Laporan Operasional.

Bersamaan dengan pembuatan LO, PPKD juga membuat
jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai
akun-akun LO menjadi O. Berikut ini contoh jurnal penutup
LO. |

Pendapatan-L.O XXX
Surplus/Defisit...-LO XXX
Beban XXX

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berikut ini merupakan format Laporan Operasional.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAIL
LAFORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah
Kenaikan/
No URAIAN 20X4 | 20X0 | Penurunan [ (%)
KEGIATAN OPERASIONAL,
HPENDAPATAN
2| PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pgjak Daerah 00t 00 00K X0
4 Pendapatan Retribusi Daerah 00t 200¢ pved 0
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 00X 00K 00X 0K
[ Lair-lain PAD yang Sah 000 00 XXX XX
7 Jumlah Pendapatan Aslfi Daerah XXX 00 XXX XXX
8
g PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak 200¢ %0 300K 300¢
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 300 000 00 30X
Dana Alokasi Umum XK oKX pood XKX
Dana Alokasi Khusus X0 00X 00X 00X
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan e d XXX 00 00X
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus 300¢ peod 300K 00
Dana Penyesuaian 00 06X XXX 300
Jumiah Pendapatan Transfer Lainnya XXX X000 XXX XXX
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX 00X XXX 30X
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 2000 2000 000 300¢
Jumlah Transfer Pemerintah Provingi Xxx X0 00X 10X
Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX XXX XXX
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah 000 10K 0 2W0¢
Pendapatan Lainnya 3000 200( 00 XXX
Jumiah LainJain Pendapatan Yang Sah 00X 00 xnx XXX
JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
[BEBAN
BEBAN OPERAS!
Beban Pegawai 200X 00X 000 X0¢
Beban Barang Jasa 30X XX 00 XXX
Beban Bunga OO0 00 peed b o d
Beban Subsisdi 000 X0 XX o
Beban Hibah 1000 X000 b oot x0K
Beban Bantuan Sosial X0 00C 300X 20X
Beban Penyusutan X000 00 30K 0K
Beban Lain-lain X0 30X 300K 300¢
Jumlah Beban Operasi X xxx XXX XXX
BEBAN TRANSFER
Beban Transfer Bagi Hasht Pajak 200 0K XK 200
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 30X 200X 00 00K
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 00t 300K X000 000
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa K% 30 0K feed
Beban Transfer Keuangan Lainnya 00X XXX YO 00X
Jumiah Beban Transfer XXX XXX XX XXX
JUMLAH BEBAN 00X 2000 XK 00X
JUMLAH SURPI.US/ DEFISIT DARI OPERASI 00K X0 XXX XXX
57| SURPLUS DEFISIT DAR] KEGIATAN NON OPERASIONAL
58 SURPLUS NON OPERASIONAL
59| Surplus Penjualan Aset Non Lancar 2000 XX 00¢ pleed
60 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang XK XX 2000 30X
61 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 300K 300¢ prers X0
62| Jumiah Surplus Non Operasional XXX XXX XXX XXX
63
84  DEFISIT NON OPERASIONAL
85| Defiait Penjualan Aset Non Lancar 200K 300C X0, 0K
66| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0K XX 2000 0L
67 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 00( XX 20K XXX
68 Jumiah Defisit Non Operasional 00K XX pivd 0L
89 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL X XXX XX 06X
70
71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA Fred Yo XXX peed
72
73P0S LUAR BIASA
74]  PENDAPATAN LUAR BIASA
75 Pendapatan Luar Biasa x00( b.v. ¢4 000 XX
76| Jumlai Pendapatan Luar Biasa AXK KX 00X XX
77|
78 BEBAN LUAR BIASA
79 Beban Luar Biasa pev.d 000 300K XXX,
80| Jumiah Beban Luar Biasa X% XXX XXX 00X
81 POS LUAR BIASA XXx 200X XXX XXX
82
83 SURPLUSI DEFISIT - LO XXX XXX XXX XXX




(3) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan

Neraca Saldo Akhir

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi
Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan
pembuatan Neraca, PPKD membuat jurnal penutup akhir
untuk menutup akun Surplus/Defisit~-LO ke akun Ekuitas.
Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.

Surplus/Defisit-LO XXX
Ekuitas XXX

Setelah membuat jurnal penutup akhir, Fungsi Akuntansi
PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini
akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang
selanjutnya.

Berikut ini merupakan format Neraca Pemerintah Kabupaten
Tegal.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

{Dalarn Rupiah}

3

Uraman

20X1

20X0

0o~ W N

18

FENYY28%82288 2B USNTOR2EB22352 0088 YRNYBRUEBBNBERBRNBG

gazdda

ASET LANCAR
Kas di Kas Daarah
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Investast Jangka Pendek
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Panyisihan Piutang
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negars
Bagian Lancar Pinjaman kepada Penusahaan Dasrah
Bagian Larcar Pinjaman kepada Pemesintah Pusat
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainmya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuren
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Parsediaan
Jumiah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen
Pinjaman Jengka Panjang
Investasi dalam Surat Utang Negara
Invesiasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya
Jumizh Investasi Nonpermanen
Investaa) Parmanen
Penyertaen Model Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
Jumiah Investasi Permanen
Jumiah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah
Poralatan dan Mesin
Gedung dan Bargpnan
Jalan, Irigasi den Jaringan
Aset Tetap Lainfiya
Kenstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Pemyusutan

Jumiah Asat Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumiah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Tagithen Penjualan Angsuran
Turtutan Ganti Rugt
Kamitraan dengan Pinak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Laindaim
Jumiah Aset Lainnya

JUMLAH ASET
KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancer Utang Jangka Panjsng
Pendapatan Ditefima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumiah Kewajiban Jangha Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Sekdor Parbankan
Utang Datam Negeri - Obligasi
Premium {Diskonto) Obligasi
Utang Jangka Panjang Lainnya
Jumiah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH KEWAJIBAN DAM EKUITAS DANA
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(4) Menyusun Laporan Perubahan SAL

Dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dibuat
sebelumnya, Fungsi Akuntansi PPKD dapat menyusun
Laporan Perubahan SAL. Laporan Perubahan SAL ini
merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahun-
tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh format
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah
Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20Xt DAN 20X0

NO| URAIAN 20X1 | 20X0
1|Saldo Anggaran Lebih Awal X XXX
2|Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun BA]'aWX (XXX
3 Subtotal (1 + 2) X8 XXX
4|Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA) XK XXX
5 Subtotal (3 + 4) XX XXX
6| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya X8 XXX
7| Lain-lain X4 XXM
8 Saido Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXAH XXX

(5) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan data
perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Laporan Operasional yang telah dibuat
sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut ini merupakan format Laporan Perubahan Ekuitas
Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NG URAIAN 2061 | 20X0
1 |EKUITAS AWAL xx oo
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO XX XK
3 [DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4|  KOREKS!NILAI PERSEDIAAN xxx | o
51  SELISIH REVALUASI ASET TETAP XX | xxx
6 LAIN-LAIN XK X
7 IEKUITAS AKHIR XXX WX
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(6) Membuat Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah.
Inti unsur dari Laporan Arus Kas jalah penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari
Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat
sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut
kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi,
aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.
Berikut ini merupakan format Laporan Arus Kas Pemerintah
Daerah.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 201 dan 20X0
Metode Langsung .
(Dalam Rupiah)
Yo, Uralan 20X1 2046
1 |Arus Kas darl Aktivitas Operasi
2  |Arus Masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XX
4 Penerimaan Retribusi Dasrah XK X
5 Penarimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daeran yang Dipisahikan X% XX
6 Penerimaan Lain-ain PAD yang sah 200 XXX
7 Panerimaan Dana Bagi Hasit Pajakc 20K, J.4.4.4
8 Penerimaan Dana Begi Hasil Sumber Daya Alam x00 o d
9 Panerimaan Dana Alokasi Umum XAX 0
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX
11 Penerimagn Dana Otonomi Khusus XX XXX
12 Penerimaan Dana Penyesusian KX 20K
13 Penerimaan Perdapatan Bagi Hasil Pajak 200 200
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnys XX XXX
15 Penerimaan Hibah p bt XX
16 Penerimaan Dana Darurat XXX X
17 Panerimaan Lainnya XXX Yo
18 Penerimazan dari Pendapatan Luar Biasa XX XXX
19 Jumiah Arus Masuk Kas el YxxX
20 }Arus Keluar Kas O 0K
21 Pembayaran Pegawai
2 Pembayaran Bararg) XXX oo
23 Fembayaran Bunga XXX XXX
24 Pembayaran Subsidi WX p s d
25 Pembayaran Hibah XX XX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga 00X 200¢
28 Pambayaran Bagi Hasl! Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagl Hasil Retribusi et d XX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX p o
3 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XX
Iz Jumiah Arus Keluar Kas XXX XX
33 Arus ¥Xas Berslh darl Aktivitas Operasi 000 XXX
34 |Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 |Arus Masuk Kas
%6 Pencairan Dana Cadangan XXX Xex
37 Penjualan atas Tansh 200X XXX
338 Peanjualan atas Peralatan dan Mesin 100X X0
a9 Penjualan atas Gedung dan Bangunan o148 pred
40 Penjualan atas Jakan, Irigasi dan Jaringan 200 Xxx
41 Penjualan Aset Tatep XXX KOO
42 Penjualan Aset Lainnya XX XXX
43 Hasil Pemjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan KXX XK
44 Penerimaan Perjualan Investasi Non Permanen X0 XK
45 Jumish Arus Masuk Kas XXX 0K
45 |Arus Keluar Kas
47 Pembentukan Dana Cadangan XX AxXX
48 Perciehan Tanah XXX XX
45 Parclehan Peralatan dan Mesin XXX XX
50 Perpiehan Gedung dan Bangunan K XXX
51 Perolehan Jakan, irigast dan Jaringan KRX XX
52 Porolehan Aset Tetap Lainnya pass pasS
53 Perolehan Aset Lamnya XXX XXX
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 200 X
55 Pengeluaran Pembelian investasi Non Permanen XXX XXX
56 Jumiah Arus Keluar Kas 00 XXX
57 Arus Kas Barsih dari Aktivitas Investas! 2000 2000
58 |Anss Kav davi Aklivitas Pendanaan
59 |Arus Masuk Kas
60 Pinjarman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX 00
61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX X00¢
a2 Pinjamen Dalem Kegeri - Lombaga Keuangan Bank patd FOK
63 Pinjaman Dalam Neperi - Lambaga Keuangan Bukan Bank 20X XK
64 Pinjaman Dalam Megert - Obligasi XX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XK
85 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusshaan Negara KX KK
&7 Penarimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahasn Daerah 200 potd
65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX
69 Jumiah Arus Masuk Kas 000 300
70 |Arus Keluar Kas
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pamerintah Pusat 20 XXX
T2 Pembayaran Pokok Pinjarnan Datam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya A0 XXX
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negesi - Lembaga Keuangan Bank XXX 00
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XK XXX
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Datam Negeri - Obligasi XX X0
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX 200¢
w7 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaah Negara XXX XXX
78 Pamberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 200 XXX
79 Pemberian Pinjaman kepada Pamerintah Daerah Lainnya XX XK
80 Jumiah Arus Kefuar as XXX XX
a1 Arus Kas Beraih dari Aktivitas Pendanaan XXX XXX
82 |Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
83 |Arus Masuk Kas
84 Penerimaan Parhitungan Fihek Ketiga XXX KX
85 Jumizh Arus Masuk Kas XXX 2000
86 jAns Koluar Kas
87 Pangeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK} XXX XRX
88 Jumiah Anes Keluar Kas XX XXX
89 Arus Kas Bersih darl Aktlvitas transitoris 3000 XX
90 Kenalkan/Panurunan Kas XX 00K
i1l Saldo Awal Kas di BUD 3 Kas di Bernxlahara Pengeluaran XXX xxx
a9z Saldo Akhir Kas &l BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX HRXK
93 Saldo Akhir Kas & Bendahara Penerimasin XX 300(
94 Saldo Akhir Kas X0 300(
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(7) Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau

rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Hal-hal yvang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan

Keuangan antara lain:

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi
makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian
penting lainnya;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

Berikut ini merupakan format Catatan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
Bab! | Pendahuluan
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
1.3 | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
Bab I | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
2.1 Ekonomi makro
2.2 | Kebijakan keuangan
2.3 | Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
3.1 | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
35 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV | Kebijakan akuntansi
4.1 | Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah
4.9 | Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah
4.3 | Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah
4.4 | Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam SAP pada pemerintah daerah
Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
pemerintah daerah
S5.1.1 Pendapatan — LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Transfer
5.1.4 Pembiayaan
5.1.5 Pendapatan — LO
5.1.6 Beban
5.1.7 Aset
5.1.8 Kewajiban
5.19 Ekuitas Dana
5.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada
pemerintah dacrah.
Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BabVH { Penutup
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III. SISTEM AKUNTANSI SKPD
a. Pencatatan Anggaran pada SKPD

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem
akuntansi pemerintah daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan
untuk merekam data anggaran yang akan membentuk perubahan
SAL. Perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna
dalam rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.
1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan

SKPD adalah:

a) Pengguna Anggaran

b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

2) Langkah-Langkah Teknis
Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD),
PPK-SKPD mencatat “Estimasi Pendapatan” di debit sebesar total
anggaran pendapatan, dan “Apropriasi Belanja® di kredit
sebesar total anggaran belanja. Selisth antara anggaran
pendapatan dan anggaran belanja dicatat “Perubahan SAL” di

debit. Atas transaksi di atas, PPK-SKPD membuat jurnal sebagai

berikut:
Estimasi Pendapatan XXX
Perubahan SAL XXX

Apropriasi Belanja XXX

b. Akuntansi Pendapatan SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan
SKPD adalah: |
a) PPKD
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

2} Langkah-Langkah Teknis
Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus
dilakukan oleh PPK SKPD dalam melakukan pencatatan
transaksi pendapatan. Transaksi pendapatan SKPD merupakan

pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
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dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi
pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD),
maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi
tersebut. Sebaliknya apabila pemungutan pajak dilakukan oleh
pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak
daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Iustrasi pencatatan
dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD disajikan
sebagai berikut :

a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh
masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut
pengakuan pendapatan pajak dilakukan pada saat
penyetoran oleh Wajib Pajék ke Rekening Kas Daerah.
Langkah-langkah teknis

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan
kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan
didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah tersebut akan
menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak
daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi
tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan pajak dengan
mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan
“Pendapatan Pajak Daerah-LO (sesuai rincian objek terkait})”

dengan jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan Xxx

Pendapatan Pajak Daerah ...-LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat
“Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah -
LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxex
Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA XXX

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran
ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran
(STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat
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b)

“Rekening Kas (RK) PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara

Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD Xxx

Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Pada akhir tahun terhadap SKP yang belum dilunasi, PPK
SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek
terkait)” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah- LO (sesuai

rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Daerah ... Xxx
Pendapatan Pajak Daerah..... -LO XXX

Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban
dalam periode tahun berjalan, diakui ketika pembayarannya
telah diterima.

Langkah-langkah teknis

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian

akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga
menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan
dengan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan
“Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek
terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan Xxx.

Pendapatan Retribusi Daerah... -LO XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat “Perubahan SAL”
di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (sesuai

rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA XXX

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan
penyetoran ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda
Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD
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C.

mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara

Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD Xxx
Kas di Bendahara Penerimaan Moo

Pada akhir tahun terhadap SKR yang belum dilunasi, PPK
SKPD mencatat “Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian
objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah —

LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Retribusi Daerah..... XXX

Pendapatan Retribusi Daerah.... - LO XXX

Akuntansi Belanja dan Beban SKPD

1} Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi beban SKPD
adalah:
a) Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

c)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

2) Langkah-Langkah Teknis

a) Belanja dan Beban Pegawai

(1) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang
Persediaan
Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti
transaksi beban pegawai yang menggunakan uang
persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-
SKPD mencatat jurnal “Beban Pegawai-LO” di debit dan
“Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai-LO Xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja
pegawai, PPK-SKPD mencatat “Belanja Pegawai” di debit
dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:
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Belanja Pegawai Xxx
Perubahan SAL XXX

(2) Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS
Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme
LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. SP2D LS ini menjadi
dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban Pegawai -
LO” di debit dan “RK PPKD” di kredit dengan jurnal:

Beban Pegawai - LO XXX

RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja pegawai, PPK-SKPD mencatat “Belanja Pegawai” di
debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Pegawai Xxx
Perubahan SAL XXX

Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu
nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas
Belanja Pegawai tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena
akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD,

(3) Pengajuan Ganti Uang (GU)
Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan
SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD
untuk mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit
dan “RK PPKD” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx
RK PPKD Xxx

b) Belanja dan Beban Barang dan Jasa
(1) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang
Persediaan
Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti
transaksi beban barang dengan menggunakan uang

persediaan. Pengakuan beban barang yang menggunakan
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(2)

uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi
beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-
SKPD untuk mencatat “Beban Barang dan Jasa (sesuai

rincian objek terkait)’ di debit dan “Kas di Bendahara

Pengeluaran” di kredit dengan jurnal:

Beban Barang dan Jasa..... Xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja
bahan pakai habis, belanja bahan/material, PPK-SKPD
mencatat “Beban Persediaan” di debit dan “Kas di

bendahara Pengeluaran” di kredit dengan jurnal:

Beban Persediaan Xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa
(sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Perubahan
SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa .... Xxx

Perubahan SAL XXX

Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan
Mekanisme LS

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme
LS dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut
menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Beban
Barang dan Jasa (sesuai rincian objek terkait)” di debit
dan “Utang Belanja Barang dan Jasa.....” di kredit dengan
jurnal:

Beban Barang dan Jasa ... XXX

Utang Belanja Barang dan Jasa... XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran beban barang tersebut. Berdasarkan SP2D

pelunasan utang beban tersebut, PPK-SKPD mencatat
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(3)

(4)

“Utang Belanja Barang.....” di debit dan “RK PPKD” di

kredit dengan jurnal:

Utang Belanja Barang ... XXX

RK PPKD KRX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
belanja, PPK-SKPD mencatat “Belanja (sesuai rincian
objek terkait)” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit

dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.

Pengajuan Ganti Uang
Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan
SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD

untuk mencatat “Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit
dan “RK PPKD” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara XXX

Pengeluaran

RK PPKD XXX,

Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya
lebih dari satu tahun anggaran

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa
manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat
dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK-
SKPD akan mencatat “Beban Sewa” untuk mencatat
beban tahun berkenaan dan “Beban Sewa Dibayar di
Muka” untuk mencatat sisanya di debit dan “RK PPKD” di
kredit dengan jurnal:

Beban Sewa XXX
Beban Sewa Dibayar di Muka  xxx
RK PPKD XXX
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<)

Pengembalian Beban

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode
berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD mencatat
“Kas di Bendahara Pengeluaran” di debit dan “Beban (sesuai

rincian objek yang terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Pengeluaran xxx

Beban ... XXX

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran,
PPK-SKPD mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Belanja

(sesuali rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Belanja ... XXX

Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-
belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian
dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus
seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah
pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang
atau tidak berulang.

Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya
berulang, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Beban

(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD XXX

Beban ... XXX

Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran,
PPK-SKPD mencatat “Perubahan SAL” di debit dan “Belanja

(sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL XXX

Belanja ..... XXX

Dalam hal pengembalian belanja yang sifainya tidak
berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan
dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dimana Fungsi

59



Akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Pendapatan Lainnya-LO” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
Pendapatan Lainnya-LO Xxx

Sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD
mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan
Lainnya-LRA” di kredit dengan jurnal:

Perubahan SAL Xxx
Pendapatan Lainnya-LRA Xxx

d. Akuntansi Aset SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi aset SKPD
adalah:

a)
b)
c)
d)

c)

Kuasa BUD

PPKD

Pengguna Barang

Pengelola Barang

Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

2) Langkah-Langkah Teknis

a)

Pembelian Aset Tetap

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti
transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang, PPK-SKPD
akan membuat bukti memorial aset tetap yvang kemudian
diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial aset tetap ini, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap.....”
di debit dan “Utang Belanja Modal” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap ..... Xxx
Utang Belanja Modal Xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk
pembayaran perolehan aset tetap tersebut mulai dari
pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D.
Berdasarkan SP2D tersebut PPK-SKPD akan mencatat “Utang
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Belanja Modal” di debit dan “RK PPKD” di kredit dengan

jurnal:

Utang Belanja Modal XXX
RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD juga
mencatat “Belanja Modal (sesuai jenisnya)” di debit dan

“«Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Modal ..... XXX
Perubahan SAL XXX

b) Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan,
tukar-menukar, hibah, penyertaan modal, pemusnahan atau
karena sebab-sebab lainnya.

Untuk penghapusan aset tetap karena penjualan surplus,
PPK SKPD akan mencatat “RK PPKD” dan “Akumulasi
Penyusutan” di debit serta “Surplus Penjualan Aset Non
Lancar - LO” dan “Aset tetap (sesuai jenisnya)” sebesar nilai

perclehannya di kredit dengan jurnal:

RK PPKD XXX
Akumulasi Penyusutan XXX
Surplus Penjualan Aset Non XXX
Aset tetap..... XXX

Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena
pemusnahan PPK-SKPD mencatat penghapusan aset tetap
tersebut. Terhadap kejadian diatas, PPK-SKPD mencatat
“Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....” dan “Defisit dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO” di debit dan “Aset
Tetap.....” di kredit dengan jurnal:

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap..... XXX
Defisit dari Kegiatan Non Operasional XXX
Lainnya — LO

Aset Tetap ..... XXX
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e. Akuntansi Kewajiban SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi kewajiban
SKPD adalah:
a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD}
b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

2)Langkah-Langkah Teknis
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan
jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan,
PPK-SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat
transaksi tersebut dengan mencatat “Beban...(sesuai rincian
objek terkait)” di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan

jurnal:

Beban.... XXX

Utang Belanja XXX

Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum
dilakukan, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang
Belanja” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap XXX
Utang Belanja XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD
mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara
Pengeluaran” .(untuk kasus belanja menggunakan UP) atau “RK
PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit

dengan jurnal:
Utang Belanja Xxx
Kas di Bendahara XXX
Pengeluaran
ATAU
Utang Belanja Xxx
RK PPKD ' XXX
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f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur jurnal penyesuaian dan
koreksi SKPD adalah:

a)

b)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Pihak yang Melakukan Stock Opname

2) Langkah-Langkah Teknis

a)

b)

Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan
pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang
akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti
memorial yang telah diotorisasi, PPK-SKPD langsung
membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut.
Misal, transaksi beban/belanja felepon dicatat pada
beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas
kesalahan tersebut, PPK-SKPD mencatat “Beban Jasa
Telepon”” di debit dan “Beban Jasa listrik” di kredit dengan

jurnal:

Beban Jasa Telepon XXX

Beban Jasa Listrik XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat
“Belanja telepon” di debit dan “Belanja listrik” di kredit

dengan jurnal:

Belanja telepon XXX

Belanja listrik XXX

Pengakuan persediaan

Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan
pendekatan beban dan metode periodik, maka pada akhir
periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin
akan dilakukan stock opname setiap akhir periode untuk
mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita
acara stock opname, PPK-SKPD mencatat “Persediaan...

(sesuai jenisnya)” di debit dan “Beban Barang dan Jasa
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(sebesar persediaan yang ada di akhir periode)” di kredit

dengan jurnal:

Persediaan ... XXX

Beban Barang dan Jasa XXX

c¢) Jurnal penyusutan

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun
akan membuat bukti memorial yang kemudian akan
diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk mengakui
depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki.
PPK-SKPD mencatat “Beban Penyusutan...” di debit dan
“Akumulasi Penyusutan” di kredit dengan jurnal:

Beban Penyusutan ... XXX
Akumulasi Penyusutan XXX

d} Penyesuaian Beban Jasa Dibayar di Muka

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang
dan jasa untuk beberapa tahun seperti pembayaran sewa,
Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada
akhir tahun untuk menyesuaikan beban tersebut. Pada akhir
tahun berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-
SKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan
diotorisasi oleh Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban
sewa. PPK-SKPD akan mencatat “Beban Sewa” di debit dan
“Beban Jasa dibayar dimuka” di kredit dengan jurnal:

Beban Sewa XXX

Beban Jasa dibayar dimuka XK

g. Jurnal, Buku Besar dan Neraca Saldo SKPD

1) Jurnal
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi
yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan
Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh
PPK-SKPD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku
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jurnal. Format buku jurnal yang digunakan adalah sebagai
berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUKU JURNAL
SKPD
----- Halaman:
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening
1 2 3 4 5 6
XXKK; eeenererenaerenenannenns
PPK SKPD

(tanda tangan}

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat

dalam bukti transaksi.

. Kolom 2 diisi nomor bukti yang sesuai, misalnya SP2D,

kuitansi, STS, Tanda Bukti Pembayaran, dan sebagainya.

. Kolom 3 diisi kode rekening yang sesuai, dimulai dari kode

urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian obyeknya.
Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada Dinas
Pendapatan adalah :

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode urusan
1.07.01 Kode organisasi
01.02 Kode Program & Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja
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d. Kolom 4 diisi uraian kode rekening, misalnya “Belanja Telepon”.

e. Kolom 5 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di debit.

f. Kolom 6 diisi jumlah rupiah yang dijurnal di kredit.

2) Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal
adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD mem-
posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari

buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku

besar yang digunakan adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUKU BESAR

SKPD _
onmRmkeNmG
VA RRKENING
oaeny
AU PERUBAHAN APED - T
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

1 5 3 : ° !

"""""""""" , tanggal.............
PPK SKPD
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.
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Cara pengisian:

a. SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang
bersangkutan.

b. Kode Rekening diisi dengan kode rekening yang sesuai, dimulai
dari kode urusan, organisasi, program, kegiatan, hingga rincian
obyeknya. Misalnya kode rekening untuk belanja telepon pada
Dinas Pendapatan adalah:

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01

1.07 Kode urusan
1.07.01 Kode organisasi
01.02 Kode Program & Kegiatan

5.2.2.03.01 Rincian obyek belanja

c. Nama Rekening diisi dengan nama/uraian kode rekening sesuai
kode rekeningnya.

d. Pagu APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja sesuai
dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Dinas/Badan/Kantor,
Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana, nilai Pagu APBD ini
dapat dikosongkan.

e. Pagu Perubahan APBD diisi dengan pagu pendapatan/belanja
sesuai dengan jumlah yang terdapat dalam DPA Perubahan
Dinas/Badan/Kantor. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana,
nilai Pagu Perubahan APBD ini dapat dikosongkan.

f. Kolom 1 diisi tanggal transaksi atau tanggal yang terdapat
dalam jurnal yang bersangkutan.

g. Kolom 2 diisi penjelasan seperlunya terkait dengan jurnal yang
diposting.

h. Kolom 3 diisi referensi, atau dari buku jurnal halaman berapa
jurnal yang diposting tersebut.

i. Kolom 4 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom debit.

j- Kolom 5 diisi jumlah rupiah sesuai dengan yang ada di jurnal
kolom kredit.

k. Kolom 6 diisi saldo akumulasi.
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3) Neraca Saldo
Pada setiap akhir periode akuntansi, atau sesaat sebelum
penyusunan laporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca
Saldo. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode
rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca
Saldo yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NERACA SALDO PER TANGGAL .........

SKPD L e, Halaman...
Kode i Jumiah
) Nama Rekening i -
Rekening Debit Kredit
1 2 3 4
........... , tanggal......
PPK SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara pengisian:

a. Tanggal diisi dengan tanggal Neraca Saldo disusun

b. SKPD diisi dengan nama Dinas/Badan/Kantor yang
bersangkutan.

c. Kolom 1 diisi kode rekening setiap buku besar.

d. Kolom 2 diisi nama/uraian kode rekening sesuai kode

rekeningnya.
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e. Kolom 3 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo
akhir debit.

f. Kolom 4 diisi jumlah saldo buku besar yang memiliki saldo
akhir kredit.

h. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) Ketentuan Umum
Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkan
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-
SKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap
transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh
SKPD, yaitu:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA};

b) Neraca;

¢) Laporan Operasional (LO);

d} Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e) Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK).

Bagan berikut ini menunjukkan proses penyusunan Laporan
Keuangan SKPD:

69



/ Menyiapkan Kertas Kerja \

Mengisi Neraca Membuat Membuat

~ Saldo Sebelum ? Jurnal 3 . Neraca Saldo
Lf Penyesuaian ; Penyesuaian /  Setelah
Pentyesuaian

Menyusun Laporan Keunangan \

Menyusun LRA, Menyusun LO, Menyusun
membuat jurnal membuat jurnal Neraca,
1 ; penutup LRA dan o Ppenutup LO dan . membuat jurnal
.« NS Setelah iy NS Setelah ; penutup akhir
Penutupan LRA Penutupan LO dan NS akhir

Menyusun
Catatan atas
Laporan
Keuangan

J

2) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah :
a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
b) Pengguna Anggaran

3) Langkah-Langkah Teknis
a) Menyiapkan Kertas Kerja
PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja {worksheet) sebagai alat
untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adaiah alat
bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan
Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses
pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara

manual.
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Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan

kebutuhan yang berkembang. Informasi minimal yang harus
ada pada format kertas kerja adalah sebagai berikut:

Neraca
Kode ) ) NS Setelah
. Uraian Saldo | Penyesuaian
Rekening (NS) Penyesuaian

D K D K D K

(1)

(2)

Mengisi Neraca Saldo sebelum penyesuaian

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar
menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut
diletakkan di kolom “Neraca Saldo” yang terdapat pada
Kertas Kerja.

Membuat Jurnal Penyesuaian

- PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat

dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada

akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-

transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian

tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang

terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain

digunakan untuk:

(a) Koreksi kesalahan/Pemindahbukuan

(b) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan

{c) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya
pada akhir tahun
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(3) Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo
berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat
sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada
kolom “Neraca Saldo Setelah Penyesuaian” yang terdapat

pada Kertas Kerja.

b} Menyusun Laporan Keuangan

(1} Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan
Neraca Saldo setelah Penutupan LRA
Berdasarkan Neraca Saldo yang telah disesuaikan,
Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran
dan kemudian disajikan dalam “Laporan Realisasi

Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LRA menjadi O. Berikut ini
contoh jurnal penutup LRA

(a) Jurnal Penutup untuk menutup jurnal penganggaran

yang dibuat di awal tahun anggaran

Apropriasi Belanja XXX
Perubahan SAL XXX
Estimasi Pendapatan XXX

(b) Jurnal Penutup untuk realisasi anggaran, ditutup
pada akun surplus/defisit-LRA

Pendapatan—LRA XXX
Belanja XXX
Surplus/Defisit-LRA - XXX

(c) Jurnal Penutup untuk menutup akun surplus/defisit—
LRA pada akun Perubahan SAL yang terbentuk selama

transaksi.
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Surplus/Defisit-LRA
Perubahan SAL

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi
SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut ini adalah format LRA pendapatan dan belanja

SKPD.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

{Dalam Rupiah)
Anggaran | Realisasi Realisasi
NO. URAIAN g
20X 20X%1 ) 20X0
1 |PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XX X0 posd
4 Pendapatan Retribusi Daerah KKK IOK XHK 200K
5 Lain-fain PAD yang Sah XK KKK X 200K
6 Jumlah Pendapatan AsH Daerah Xxx XXX XX XXX
7
8 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX XXX XXX
9
10 |BELANJA
1 BELAN.JA OPERASI
12 Belanja Pegawai plees by XK XXX
13 Belanja Barang peed XK 30K ploes
14 Jumlah Belanja Operasi XXX XXX XXX XXX
15
16 BELANJA MODAL
17 Belanja Tanah XX XK xXx XXX
18 Belanja Peralatan dan Mesin peed 00X feed XXX
19 Belanja Gedung dan Bangunan X0 X000 XXX XXX
20 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan XX X0 0 YO0
21 Belanja Aset Tetap Lainnya X0 XK bre'd XXX
22 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX
23 Jumlah Belanja Operasi AXX XXX XXX KA
24
25 JUMLAH BELANJA 00X XXX XXX XXX
26
27 SURPLUS/DEFISIT 0 XXX XXX 00X

(2)

Menyusun LO, jurnal penutup LO dan Neraca Saldo
setelah Penutupan LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA,
Akuntansi SKPD mengidentifikasi akun-akun yang
termasuk dalam komponen Laporan Operasional untuk
kemudian disajikan dalam Laporan Operasional.
Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntansi SKPD juga
membuat jurnal penutup. Prinsip penutupan ini adalah
membuat nilai akun-akun LO menjadi O.

Kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi
SKPD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.
Berikut int contoh jurnal penutup LO.
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Pendapatan-LO XXX
Surplus/Defisit...-LO XXX
Beban XXX
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalam rupiah;
Kenaikan/
No URAIAN 20X1 | 20X0 | Penurunan | (%}
KEGIATAN OPERASIONAL
1|PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XK o0 000 X000
4 Pendapatan Retribusi Daerah poed 300¢ XXX X
§ Lain-lain PAD yang Sah ps.d 30X oot X0
[ Jumlzh Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX 000
7
8{BEBAN
9 BEBAN OPERASI
10 Beban Pegawai XXX XK 200¢ XXX
1" Beban Barang Jasa XXX 000 X300 X%
12 Beban Bunga XXX XXX 00¢ b
13) . Beban Subsigdi X0t XXX 00 0K
14 Beban Hibah 200¢ XX 0 XXX
15 Beban Bantuan Sosial X000 300 000 2000
16 Beban Penyusutan 20X 00K XXX 00
17 Baban Lain-lain 000 200K 0 0
18 Jumiah Beban Operasi XXX XXX XXX XXX
19
20 JUMELAH BEBAN XXX XXX XXX 00X
21
22 SURPLUS/ DEFISIT - LO XXX XXX XXX 00X
(3) Menyusun Neraca, membuat jurnal penutup akhir, dan
Neraca Saldo akhir
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO,
Akuntansi SKPD membuat Neraca. Bersamaan dengan
pembuatan Neraca, Akuntansi SKPD membuat jurnal
penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) — LO
ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir.
Surplus/Defisit...-LO XXX
N Ekuitas XXX
Kemudian, setelah membuat jurnal penutup akhir,

Akuntansi SKPD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca
Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode
akuntansi yang selanjutnya.

Berikut ini merupakan contoh format Neraca SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal. '
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
{Dalam Rupiah)

No, Uraian 20X1 20X0

1 |ASET

2

3 ASET LANCAR

4 Kas di Bendahara Pengeluaran 0 00X
5 Kas di Bendahara Penerimaan 300K XK
6 Piutang Pajak Daerah X0 00X
7 Piutang Retribusi Daerah 300K XX
8 Penyisihan Piutang XXX XX
9 Belanja di Bayar di muka X0 XXX
10 Bagian Lancar Tagihan Penjuatan Angsuran 300 30K
1" Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 30 p oo d
12 Piutang Lainnya 300K 00X
13 Persediaan 00X 300(
14 Jumlah Aset Lancar XXX ANX
15

16 ASET TETAP

17 Tanah 00 XXX
18 Peralatan dan Mesin XX 00X
19 Gedung dan Bangunan 300X XX
20 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX
21 Aset Tetap Lainnya XXX 200¢
22 Konstruksi Dalam Pengerjaan 200X XX
23 Akumulasi Penyusutan XXX XXX
24 Jumlah Aset Tetap xX%X xxxX
25

26 ASET LAINNYA

27 Tagihan Penjualan Angsuran XXX 200X
28 Tuntutan Ganti Kerugian XXX 00
29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga XX XXX
30 Aset Tak Berwujud 200 X000
31 Aset Lain-lain 200 XXX
32 Jumlah Aset Lainnya Xxx XK
33

34 JUMLAH ASET XXX 3000
35

36| KEWAJIBAN

37

38 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

39 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
40 Pendapatan Diterima Dimuka XXX 00(
41 Utang Belanja XXX XXX
42 ttang Jangka Pendek Lainnya X oo d
43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XX
44 JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX
45

46|EKUITAS

47

48 EKUITAS

49 Ekuitas 10X 0
50 RK RKPPKD 300X X0¢
51 JUMLAH EKUITAS XXX xxx
52

53 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS X00X XXX




(4) Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas
Selanjutnya, Akuntansi SKPD membuat Laporan
Perubahan Ekuitas menggunakan data Ekuitas Awal dan
data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah
satunya diperoleh dari Laporan Opersional yang telah
dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan
menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan
Ekuitas SKPD.
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
NO URAIAN 20X1_| 20%0
1 |EKUITAS AWAL XX | XXX
2 |SURPLUS/DEFISIT-LO XXX { XK
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBLJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN Xxx | Xxx
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX | XXX
6 LAINAAIN XXX | XX
7 |[EKUITAS AKHIR 0 | XX
(5) Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan

di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

(@) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;

(c} Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang
dihadapi dalam pencapaian target;

{d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang
dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan

kejadian-kejadian penting lainnya. Rincian dan
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(e)

penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan;

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka

laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas

Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Tegal.

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
SKPD
1.2 | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
SKPD
Bab II | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
SKPD
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target yang telah ditetapkan
Bab Il | Penjelesan pos-pos laporan keuangan SKPD

3.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos

pelaporan keuangan Pemda

3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.6 | Ekuitas Dana
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3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab IV

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda

BabV

Penutup
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II.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 18 [alam 2014
TANGGAL E 2 Mei 2014

BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

PENDAHULUAN

Bagan akun standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis
sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan
dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan
klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan dalam
siklus pengelolaan keuangan Negara. Dengan menggunakan klasifikasi

yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga

pertanggungjawaban. Bagan Akun Standar merupakan suatu pedoman
dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik pusat
maupun daerah. Selain itu, Bagan Akun Standar digunakan sebagai pusat
aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin
fiskal melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan
dan mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah daerah yang
lebih baik.

KODEFIKASI AKUN
Kode akun atau juga dikenal sebagai klasifikasi ekonomi merupakan
salah satu bagian penting yang menunjukkan transaksi dan dampaknya
pada laporan keuangan. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual,
maka terjadi perubahan pada kode akun yang lama, selain itu terdapat
beberapa laporan yang membutuhkan kode akun baru atau juga terkait
dengan mapping dengan akun operasional berbasis kas yang sudah ada.
Penyusunan dan pengembangan kode akun dilakukan dengan standar
sebagai berikut:
1. Akun neraca dengan kodefikasi:
a. Diawali angka 1 untuk Aset
b. Diawali angka 2 untuk Kewajiban
¢. Diawali angka 3 untuk Ekuitas.



2. Menggunakan kodefikasi
pendapatan LRA.

3.Menggunakan kodefikasi
Belanja.

4. Menggunakan kodefikasi
Transfer.

5. Menggunakan kodefikasi
Pembiayaan.

6. Menggunakan kodefikasi
pendapatan-LO.

7. Menggunakan kodefikasi
Beban.

8. Menggunakan kodefikasi
Perubahan SAL.

akun

akun

akun

akun

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

diawali

diawali

diawali

diawali

diawali

diawali

diawali

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

dengan

angka

angka

angka

angka

angka

angka

angka

untuk

untuk

untuk

untuk

untuk

untuk

untuk

Kodefikasi akun secara rinci termuat dalam tabel Bagan Akun Standar

berikut:



BAGAN AKUN STANDAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

Kode Aknn Uraian Akun
=1 ‘ -
1|1 ASET LANCAR —
111 Kas dan Setara Kas B
2] 1[1]01 Kas di Kas Daerah
1| 1|1 [01] 01 |Kas di Kas Daerah ]
1] 1|1 [062] |Kas di Bendahara Penerimaan T
1| 11 |02]| 01 |Kas di Bendahara Penerimaan
11 1]03 Kas di Bendahara Pengeluaran _ )
| 1} 1{ 1]03f 01 |Kas di Bendahara Pengeluaran
11 [1]ea]  |RasdiBLUD
1| 1] 1 |o4] 01 |KasdiBLUD
11| 1] 1]05 Kas Lainnya .
1111105 01 |Kas Lainnya
1triitos Setara Kas
(1| 1] 1]06j 01 |SetaraKas ... -
1] 1] 1]06| 02 |Dstrorrrrcccreecees )
1] 1| 2] | |Investasi Jangka Pendek
1| 1| 2]01]  [investasi dalam Saham
1] 1] 2|01} 0l |Investasi dalam Saham ... _
1{1]2]|01]02]|Dst.......... )
1|1} 2}02 Investasi dalam Deposito . ] B
1] 1} 2 |02] 01 |Deposito Jangka Pendek
11112103 Investasi dalam SUN
1] 1} 2 (03] 01 jlmvestasi dalam8ON ]
11} 2}04 Investasi dalam SBI ]
1| 1] 2} 04] 01 {investasi dalam SBI T
J1 1] 205 Investasi dalam SPN
1} 1| 2]05| 01 |Investasi dalam SPN
1f1]|2]o6 Investasi Jangka Pendek BLUD
1[ 1] 2|06 01 |Investasi Jangka Pendek BLUD
i|1y2107 Investasi Jangka Pendek Lainnya
11 1| 2 [07| 01 {Investasi Jangka Pendek Lainnya
1|13 Piutang Pendapatan
1{1f{3]|01 Piutang Pajak Daerah
| 11 1| 3 [01] 01 [Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1| 1| 3[01]| 02 |Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1{ 1] 3]|01| 03 [Piutang Pajek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1] 1] 3|01| 04 [Piutang Pajak Air Permukaan ] T
1| 11 3 [o1] o5 iPiatang Pajak Rokok j o
' 1].1] 3]01] 06 |Piutang Pajak Hotel
1]1) 3101 Q7 |Piutang Pajak Restoran
1/1|3][01] 08 |Piutang Pajak Hiburan L -
1] 1] 3]|01] 09 |Piutang Pajak Reklame
11 11{ 3101} 10 |Piutang Pajak Penerangan Jalan T
1| 1] 3lo1} 11 |Piutang Pajek Parkr 0 DT
1] 14 3]{01} 12 {Piutang Pajak Air Tanah
111 3]01} 13 [Piutang Pajak Sarang Burung Walet N
11 1] 3101} 14 {Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -
1} 1] 3}01[ 15 |Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan _
1}t ] 3}o01] 16 |Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -




Piutang Retribusi

|Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Rel:rﬂ:mm Pelayanan Persampahan/} I{ebersfnan

Piutang Rem'bum Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Slpll

02

Piutang Reuribusi Pe]ayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Phutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tep1 Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

|Piutang Retribusi Pengujian Kendara,an Bermotor

Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam chakamn

Piutang Retﬁbum Penggantian Biaya Cetak Peta

Piutang Rctn'bum Penyediaan dan/atau Penyedotan l(akus B

Piutang Retnbust Pengolahan Limbah Cair

Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunil sn ————

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

b i [t [ | sttt | et ,_.:,_.%... [ NV P PO

Tiu RctnbuSl Tempat Pelelangan

P1utang Retribusi Terminal

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribus] Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vilia

Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan

Piutang Retribusi Pe!ayana.n Kepelabuhan

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

} {Piutang Retribusi Penyebrangan Air

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Ussha Dacrah

|Pintang Retribusi Izin Gangguan

| Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

utang Retribusi kzin Tcmpat Pgn_]u_alan Minwnan Beralkohot

Plutang Retribusi izin Trayek

Piutang Re!:ribum Jzin Perikanan

Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

[y Ly o e L S e T

T P e N N O iy e e e e I R e e e e e e R I

E A S A R I I I I R T Y R AN R YRR A LAY

Piutang Retribusi Perpanjangan [zin Mempekcqakan Tenaga Keqa Asing {IMTA)

03

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah yang Dipisahkan

o3
03

01

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Dacrah/BUMD

02

03

03

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta

Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN

[t |t |

[P [y [y vy PR

(o |Caita{ts

03

Dst...

01

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Jasa Giro B

Piutang Bunga deposito' o

HHER

03

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

04

Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah

feofea | |w[w

05

Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Piutang Denda Pajak

07

Piutang Denda Retribusi

il i e e el i

08

10

Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan

Piutang dari Pcngemba.lmn

Piutang dari ?éhyelengga:aan Pendidikan dan Pelatiban

11

Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan

U [Py NI PP U RS P U DY R PUVY PR

13

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

14

Piutang BLUD

15

Fiutang Hasil Penjualan Aset ' Daerah Yang Tidak Dlplsa.hkan

i6

Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir

p-nu.—fpa;—aHHi

el Lt

wlerwiwinie]n|wwwe

17

05

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

05

Piutang Bagi Hasil Pajak

05

Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

b o | et | et

Sl el el

W ||

05

oy

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

™

o

i’iutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

™

—

W |

Dst............

o7

Piutang Transier Pemerintah Daerah Lainnya

07

01

Pintang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

b—lﬁ—-J—li-f

[PV PRr) S

w oWt

o7
07

02
03

Piutang Transfer Lainnya .......
Dst...

SRy
ek et

4]

Piutang Pendapatan T.amnya

1]

01

Piutang Pend

w

02

FS

Pintang Laionya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang =~

—

y

-

ISFSES:

01
02

Baglan Lancar Tagihan Jangka Pa.n_]a.ng .......
Dst...

Bagian Lancar Tagihan Pinjarnan Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

01

Bagian Lancar Tagiban Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara

02

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah

03

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah

Bagmn Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemenntah Dacrah Lmnnya .

U [N (PR SUPY O Y

A e e

FNFNFNVNFFY

05

Dst...




03

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

03

ol

Bagian Lancar Tagihan Penjualsn Angsuran Penjualan Rumeh Dinas Daerah Golongan T

03

02

ot | ot | b | o

Pt [t [ m F et

INFAFNFN

03

Bag;an Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
Dst... .

—

—

04

i Bagian lancar Tuntutan Ganti Kemglan Daerah

—

-

FNFN

01

|Ragian lancer Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah Terhadap Bendahara

F3

04

02

Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Dagrah Terhadap Pegawai Ncgt:ﬂ Bukan Bcndahara

05|

Uang Mika

[

01!

Uang Muka Pengadaa.n Barang/Jasa

FNFSES

0s

Dst..

02

t

Penyisihan Pintang

01

Penyisihan Piutang Pendapatan )

01

01

Penyisiban Piutang Pajak Dacrah
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Bangunan Air Irigasi
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‘ Bangunan Pegaman Sungai dan Penangglangan Bencana Alam
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Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
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Bangunan Air Kotor
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Alumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan

Akumulasi Penynsutan Gedung dap Bangunan

01

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ketja

02

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara

Akumulasi Penyusutan Bangunan Bemejarah

05

Akumplagi Penyusutan Tugu Peringatan

Akumuiasi Penyusutan Candi

07

Akumulasi Penyusutan Monumen/Ba.uggnan Berse_]a.rah

03

Alumulasi Peryusutan Tugn Titik Kontrol/Pasti

09

Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Ramby

bt | b [t | b | et | k|t Tt | | ok pemd !D-"HHHI—‘HH{#—HD—‘HHHH%HHF—HHD—‘!“)—II—‘HND—‘F‘HHHHHH—‘H] il-l

02 |40 |0 |40 00 401t Lo (Lo ] 0d {0

PN I IS I TR TR EEL] EA RPN AR PRT B

10

Akumulasi Penyusuian Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
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08| |Retribusi Pemerfksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA - -
08| 01 |Pelayanan Pemeriksasn dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA

02 |Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
| 03 [Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
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09 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
09| 01 |Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA

09| 02 [Penyediaan Peta Foto - LRA
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03 Penyediaan Peta Digital - LRA

04 |Penyediaan Peta Tematik - LRA
05 [Penyediaan Peta, Teknis [Struktur} LRA
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Retribusi Penyediaan da:n/at.ﬁu Penyedotan Kakus - LRA
01 |Penyedinan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
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11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
01 [Rumah’ Tangga LRA
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11| 03 [Industri - LRA
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| ] Retn‘busn kaian Kekayaan Daerah - LRA

01 |Penyewsan Tanah dan Bangunan - LRA T

02 |Laboratorium - LRA

03 RuanganLRA

04 {Kendaraan Bermotor LRA i —
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Retribuai Pasar Grosir dan/ atan Pertckoan - LRA

01 |Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA

02 [Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
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01 |Pelelangan Tkan - LRA

02 |Pelelangan Ternak - LRA

03 |Pelelangan Hasil Bumi - LRA
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04 |Pelelangan Hasil Hutan - LRA
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05 |Jasa Pelelangan seria Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA

Retribusi Terminal - LRA

01 |Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir lmtuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
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02 |Tempat Kegiatan Usaha - LRA
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03 |Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
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Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
01 {Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggmhan/ Villa - LRA

01 [Pelayanan Tempat Pengmapaanesanggr&ha.u/Vﬂa LRA
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Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
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01 {Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
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02 |Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dgpotong LRA
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|{Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
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01 {Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
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Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
01 |Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
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02 |Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
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03 |Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
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Retribusi Penyeberangan Ar - LRA
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01 [Peiayanan Penyeberangan Orang - LRA
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02 Pe]agq:;g{uﬁ?enycbcrangan Barang - LRA
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Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daersh - LRA
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01 |Penjualan Hasil Produiksi Usaha Daersh - LRA

26

Retribusi kzin Mendirikan Bangunan - LRA
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0! |Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA

Retribusi Izin Tempat Penjnalan Minuman Beralkoho! - LRA

01 [Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA

"|Retribusi Izin Ganggnan - LRA

01 Pemberian Izin Gangguan mmpat Usahs /Kegiatan kepada Om.ng Pribadi - LRA »
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02 i Pembex}g_g; kzin Gangguan tempat Ussha /Kegiatan kepada Badan - LRA

Retribusi Izin Trayek - LRA
01 {Pemberian kzin Trayek kepada Orang Pobadi - LRA
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02 |Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA

Retribusi Izin Perikanan - LRA

01 |Pemberian Izin usaha Perikanan _kepade Orang Pribadi - LRA
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02 |Pemberian lzin usaha Perikanan k:epada Badan - LRA

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA

01 [Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA

02 |Penggunanan keridor tertentu -LRA

EEIE e

L bl L
b3 B[40 8O

03 Penggunm kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendarasn bermotor perscorangan dan barang - LRA

Retribusi Perpanjangan Jzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
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Fendapatan Hasil Pengelol Kekayaan Daerak yang Dipisahkan - LRA
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Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - |
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Bagian Laba yang dibagilcan kepada Pemdé.'(:iéi:ﬂ::;ll atas penvertaan modal pada Perusahaan Milik Nég,—az';}BUMN -

02

01

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyél'_than moedal pada BUMN .............. -LRA
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Bagian Laba yvang dibagikan kepada Pemda (demdcn} atas penycrtaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
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Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden} atas penyertaan modal pada Perusahagsn Milik Swasta ........ - LRA
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Laip-jsin PAD Yaug Ssh - LRA

Hasil Penjualan Aset Dacrah Yang Tidak Dipisaltkan - LRA

Hasil Penjualan Tanah - LRA

Hasil Penjuatan Peralatan dan Mesin - LRA

Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA

Hasil Penjualan Jalan, Trigasi dan Jaringan - LRA
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Hasil Penjuaian Aset Tetap Lainnya - LRA
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Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
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Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

03

Penerimaan Jasa Girg - LRA

03

01

Jasa Giro Kas Dacrah - LRA

03
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Jasa Giro Bendshara - LRA
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Jase Giro Dana Cadangan - LRA
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Pendapatan Bunga - LRA

Pendapatan Bunga Deposito...... - LRA
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"[Tuntutan Ganti Kerugian Daemh Terhadap Bendahara - LRA

 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
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Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA

Komisi, Potongan dan Selisih Nilai 'l'ukm‘Rup!ah LRA

Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
Penerimaan Potongan dari .............. - LRA

Penemnaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupizh dari .. vrooree » LRA
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Pendapatan Denda Pajak - LRA

Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - ERA

Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA

Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA

Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA

Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA

Pendapatan Denda Pajak Pcncra.ngan Jalan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA

Pcndapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA

Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA

Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
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Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi - LRA
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Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA

02

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan « LRA

03

Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA

Pendapatan Dends Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA

05

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di 'I‘ep: Jalan Umum - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA

07

Pend n Denda Retm’bum Penguitan Kendaman Bermotor - LRA

08

Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
Pendapatan Denda Retribusi Penggantan Biaya Cetak Peta - LRA

10

Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA

11

Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
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Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
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Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
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14

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Teickomunikasi - LRA

15

Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA

16

Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

17

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA

18

Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA

19

Pendapatan Denda Retribusi 'l‘empat Khusus Parkir - LRA

20

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - iRA

21

Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA

22

Pendapatan Dcnda Retribusi Pchyanan Kcpelabuhan - LRA

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

24

Iendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA

25

Pendapat.sm Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA

26

Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Banguna.n LRA

27

Pendapatan Denda Retribusi kzin Tempat Penjualan Minuman Bemlkohol LrRA

28

Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA

Pendapata.n Denda Retribusi izin Trayek - LRA

30

Pendapatan Denda Retribusi izin Perikanan - LRA

T T
-#-P-P-P-A-hl-h salnlalals slajnis|s|e

ol el LRl Ul Y PR [9PY FSPR PUIY FRVREUR TR RVE TSR [y PR PP FON

Sip|dlpiplaisipla|n(pis|niaslalslss

31

Pendapatan Denda Retnbum Pengendabian Lalu Lintas - LRA

32

Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
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) Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA

01

Pendapatan Denda Sewa Asct Daerah - LRA
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Pendapatan Denda Kerjasama Pemanﬁaata.n Aset Daerah - LRA
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Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
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Fendapatan Denda Atas Pelanggaran Ferda - LRA
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01

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
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Pendapamn Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA

12

01

Hasil Eksekusi Atas Jaminan ates Pengadaan Barang/Jasa - LRA
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Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
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01

Pendapatan dari Peu.gemba]:an Kelebihan Pajak Pengbasi!an Pasal 21 - LRA

02

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Keschatan - LRA
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Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA

- {Pendapatan Dari Pengembalisn Kelebiban Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
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{Pendapatan Peuyelmgga.raan Sekolah dan Diklat - LRA

01

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah “LRA
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Pmdapatan Fenyelenggaraan Diklat - LRA
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Pcndapainn dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA

01

02

Angsman] Cicilan Perjualan Rumah Dinas Daergh Golongan ] IIJ “LRA

Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
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Hasil dari Pemanfaatan Keltayaan Daerah - LRA
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Hai dan Pemanfaatan Kekayaan Daemh Sewa - LRA

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daersh Kerjasama Pemanfaatan- IRA

03

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA

LRI

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
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Pendapatan BLUD - LRA

18

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA

18]

Pendapatan Hibah BLUD - LRA

18

Peadapat Has:ll(exjasama BLUD - LRA
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Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
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01

Lain-lain PAD yang Sab Lainnya - LRA
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PENDAPATAN TRANSFER - LRA
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""|Bagi Hasil Pajak - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dans Perimbangan - LRA

01

Bagi Hasil dari Pajak BTlm1 dan Bangunan sektor Perinmbangan -~ LRA

02

Bagi Hasil dari Pajak. Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
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Bagi Hasil dari Pajak Bumi den Bangunan scktor Perchutanan - LRA

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan {PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal
21 - LRA
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Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau -LRA

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
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Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA i
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Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA

Hagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA

05

Bagi Hasil dard Iuran Eksplorasi dan Turan Eksplﬂlfam (Royalh) - S

06

Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
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Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA

| Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
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Dana Alokasi Umum {DAU) - LRA
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01

Dana Alokasi Umum - LRA
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Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

01

DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA

02

DAK Bidang infrastruktur Irigasi - LRA

03

DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA

05

DAK Bidang Keluarga Berencana, - LRA

DAK Bidang Kehutanan - LRA

07

DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA

08

DAK Bidang Kesehatan - LRA

DAK Bidang Kelautan den Perikanan - LRA

10

DAK Bidang Prasarane Pemerintahan - LRA
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DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
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DAK Bidang Perdagangan - LRA
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DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
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DAKBidangSamnadanPrasammDaethertinggal(SPDn-LRA
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DAK Bidang Pertanian - LRA

16

DAK Bidang Energi Ped -LRA

17

DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA

DAK Bidang Pendidikan - LRA,

19

DAK Bidang Keselarnatan Transportasi Damat - LRA
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Pendapatan'l‘“ sfer Pemerintah Posat - Lai - LRA
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Dana Otonomi Khusus - LRA

01

134

Dana Otonomi Khusus - LRA
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02

Dana Tambahen Infrastruktur- LRA

'[Dana Penyesuaion - LRA

01

Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA

02

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA

Dana Insentif Daerah - LRA
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
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Pendapatan Transfer Pemerintah Daergh Lainnya - LRA
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Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
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Pendapatan Bagi Hasil Pajak .......... “LRA
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Pendapatan Bagj hasil Lainnya - LRA
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01

Pendapatan Bagi hasil Lainnys .......... -LRA
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03

Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
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Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA

Bantuam Eeuangan - LRA
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Bantuan Keuangan dari Pemerininh Daerah Provinsi Lainnya - LRA
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Bantuan Keuangandan?emenntah Daerah Provinsi ...... - LRA
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Bantuan Keuangen dari Pemerintah Daerah Kebupaten - LRA

02

01

Bantuan kcuangan_ dari Pemerintah Dacrah Kabupaten ............ - LRA
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03

Bantuan Keuangen dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
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03
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01

02

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ............ - LRA
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LAIN-LAIN PENDAPATAN DAFRAH YANG SAH - LRA
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Pendaputon Hibah - LRA
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01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA

w

01

01

02

Pendapatan Hibah dart Pemerintah Daerah Laintya - LRA

02

| |Pendapaten Hilah Gari Pemerintah Dacrah Lafnya - LRA

03

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA

03

01

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri ..........

- LRA
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Pendapatan Hibah dari kelompok wasyarakat/ perarangan - LRA

01

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
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02

Pendapatan Hibaeh dari perorangan - LRA
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Dana Darumt - LRA

‘ Dana Darurat - LRA
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02

Kgg!qap/}(;rusakan Akibat Bencana Alam - LRA
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_|Pendapatan Lainnya - LRA

Pendapatan Lainnya - LRA

01

Pendapatan Sumbangan Pihak Keuga LRA
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BELANJA
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BELANJA OPERASI
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01

Belanja Gaji dan 'I‘Lm_]angan

01

01

01

02

Gaji Pokok PNS/ Uang Rﬁprtsentas:

Tm:gangan Kelarga

03

Tunjangan Jabatan
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05

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional Umum

01

06

Tunjangan Beras

01

07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

01

08
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13

Belanja modal Pengadaan Tenah Untuk Bangunan Tempat Ibadah

1
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Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

a1
02

Belanja modal Pengadaan Tractor
Belanje maodal Pengadaan Grader

03

Belgnja modal Pengadaan Excavator

Belanja modal Pengadann Pile Driver

03

Bclanja modal Pengadaan Hauler

06

07

Belanja maodal Pengadaan Asphal Equipment

Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment

08

Belanja modal Pengadaan Aggregate $ Concrete Equipment

Belanja modal Pengadasn Loader

10

Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
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Belanja moedal Pepgadaan Mesin Proses

12

Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
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Belanja modal Pengadaan Dredger

02

Belanja madal Pengadaan Fioating Excavator

03

Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger

Belanja. modal Pengadaan Kapal Tarik
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Belanja modal Pengadasan Mesin Proses Apung
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Belanfa modal Pengadasn Alat alat Bantu

Belanja modal Pengadaan Alat Penarik

Belanja modal Pengadaan Feeder

Belanja modal Pengadaan Compn:ssur

Belanja modal Pengadaa.n Electric Generating Set

Belanja modal Pengadaan Pompa

Belanja modat Pengadaan Mesin Bor

Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uag Air Psmas/ Sistem Generator
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Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
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01 |Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Peroranga.n

02 |Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang ]
03 |Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

04 |Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

05

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
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Belanja modal Pcngadann Kendaraan Ben',uotor Beroda Tiga

T

Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
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01

Belanja modal Pengadean Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
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02

Belania modal Pengadagn Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor

t

o1

Belanja modal Pengadaan Alst Angkut Apung Berruotpr Barang

02

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor ] Penumpang
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03 |1

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Talk Bermotor

a1

Belanja modal Pengadaan Alat Angikut Apyng Tak Bermotor Untuk Barang

02

Belanja modal ?engad.aan Alat Angicut Apung Tak Bermotor Penumpang
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03

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotnr Khusus

Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara

01

Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
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02

Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi

Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah

Belanja modal Pengadasn Perkakas Benghel Listrik

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
Belanja modal Pengad Perkakas Pengangkat Bermesin

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus =~

Belanja modal Pengadean Peralatan Las
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Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es

Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

01

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam"

02

Belanja modal Pengadaan Perkakas Benglkel Ligtrik

Lot
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03

Belania modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service

04

Belania modal Pengadaan Perkakas Pengangkat

f

05

Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Stendart Tool)

06

Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)

o7

Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja

a8

Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi

Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu

Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit

Belanja modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting
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Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/ Test L Alat Kepribadian

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur / Test, Kiinis Lain

Belanja ‘modal Pengadaan Alat Calibrasi

Belanje modal Pengadaan Oscilloscope

Belanja modal Pengadaan Univ Tester

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/) Pemt?andmg

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya.

Belanja medal Pengadaan Alat Timbangan/Blora

_|Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa

Belanja modal Pengadaan Takaran Kering

Belanja modal Pengadaan Takai‘aii Bahan Bangunan 2 HL

Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu

Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Capasitas
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Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan

01

Belanja modal Pengadaen Alat Pengolahan Tana.h dan Tgnaman

02

Belanja modal pengadaan Alat Panen/ Pengo]ahan

03

Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan

Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertantan

0s

Belanjs modal Pengadaan Alat Laboralorium Ferlanian

wftnlen e |en{;
[SF1S R SR CRE SR VET &
N anieinie

Belanja modal Pengadaan Alat Procesing
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07

Belanja modal Pengadaen Alat Pasca Panen

™

12

08

Belanija modal Pengadaan Alat Produksi Perika:ian
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Belanja modal Pengad “Alat Pemelibaraan Tanaman/Alat Penyimpan

13

01

Belanja modal Pengadaan Alat Peme]ilmman Tanaman

13

02

Belanja moda.l Pengadaan Alat Panen

13

03

Belanja modal Pengadaan Alat Pcnylmpanan

13

04

Belanja modal Pengadaan Alat Lahoratorium
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Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Tkan

13
13

06

1

14

Belanja ni?'oaal Pengadaan Alat Kantor

14

01

Belanja modal Pengad Mesin Ketik

14

02

Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlzh

14

03

Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda]

14

Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

(14

05

Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
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15

Belanja modal Pengadasn Alat Rumah Tangga

15

01

Belanja modal Pengadasn Meube]ajr

15

02

Belanja modal Pengadaan A]at angukur Waktu

15

03

Belanja ‘modal Pengadaan Alat Pembersih

15

Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

15

05

Belanja modal Pengadaan Alat Dapur

15

Belanja modal Pengadaan Alat Rumsh Tangga Lainnya {(Home Use)
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07

Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
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08

B;:Ta}i_'ia medal Pengadaan Komputer

) Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan

Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer

Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputcr

Belanja modal Pengadaan Perlatan .Jarmgan
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Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

01

Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat

Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
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03
04

Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

Belanja ‘modal Pengad Kursi Rapat Pejabat

05

Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat.

07

Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
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08

Belanja modal Pengadaan Alat Studio

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A

Belanje modal Pengadaan Peralatan Cetakk =~

Belanja modal Pengadaan Peralatan Compﬁtmg
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Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
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Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi

01

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikas] Telephone

02

Belanja modal Pengadasn Alat Komunikasi Radio SSB

03

Belanja modal Pengadaan Alat Komunikesi Radio HF/FM

Belanja modat Pengadaan

05

Belanja modai Pengada;m ‘

Belanja modal Pengadaan Alat Komrunikasi Sosial
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07

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi

08

T
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Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar

01

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW

02
03

Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF /FM

Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF

05

Belanja modal Pengadaan Peralstan Pernancar SHF

06

Belanja modal Pengadaan Pemlatan Antena MF/MW

o7

Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Hi/SW

08

Belanja modal Pengadaan, Peralatan Antena VHF/FM

Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF

10

Belanje modal Pengadaan Peralatan Antena SHF /Parabola

11

Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF /VHF

12

Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHEF

13

Belanja, modal Pengadaan Peralatan Translator VHF /UHF

14

Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHEF

15

Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU

16

Belanja modal Pengadaan Perslatan Microvawe Terestrial

Belanjs modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO

18

Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load

19

Belanja modal Pengadaan Switcher Antena

20

Belanja modal Pcngadaan Switcher/Menara Antena
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21

Belanja modal Pengad Fecder

Belanja modal Pengadaan Humitity Control

33
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23

Belanjn modal PEngadaan Program Input Equipment
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24

Belanja modal Pengadasn Peralatan Antena Penerima VHF
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Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran

21

01

Belanja modal Peng Alat Kedokteran Umiim

21

02

Belarnga modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

21

03

Belanja modal Pengadaan Alat Kedoktcran Keluarga Berencana B

21

04

Belanja medal Pengadaan Alat Kedokteran Mata

21

05

Belanja ‘madal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T

21

Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen

21

07

Belanja modal Pengadaan Alst Farmasi

21

08

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah

21

Belanjs modal Pengad Alat Kesehatan Kelndanan dan Penyalit Kandungan

21

10

Belanja modal Pengadaan Alat Kedoktemn Bagian Penyak:t Dalam
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21

11

Belanja modal Pengadaan Mortuary

21

12

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak

21

13

Belanja modal Pengadaan Peliklinik Sct

21

14

Belanja modal Pengadasan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh’

21

15

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syami]
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21

16

Belanja modal Pengad Alat Kedokteran Jantung

21

17

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir

21

18

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

i

21

19

Belanja modal Pengad Alat Kedokleran Kulil dan Kelamin

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokternn Gawat Darurat

21

21

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa

21

22

Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
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23 (1

Be]anja modal Pengadaan Alat Kesehatan

01

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

02

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis

03

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara

| o5

Belanja modal Pengadaan Alat Kesthatan Kedokteran Kepohsuan -

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
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07

Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

¢l

Belanja modal Pengaciaén Alal Laboratoriwm Kimia Alr

02

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
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03

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika_

05

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi

07

Belanja modal Pengadean Alat Laboratorinim Aspal Cat & Kimia

08

Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan

Belanja modal Pengadaan Alat Labomatorium ‘Cocok Tanam

10

Belanja modal Pengadaar: Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik

11

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratoritun Logam, Mesin Listrik A

12

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum

13

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A

14

15

Belanja modal Pengad Alat Laboratorium Kedolcteran

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

17

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiolegi A~

18

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi

19

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Imn:ih_mlogi

20

Belanja modal Pengad Alat Laboratorium Hematologi

21

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film

22

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan

23

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorinm Standarisasi, Kalibrasi dan Instromentasi

24

Belanja modal Pengadaan Alat Laboraterium Farmasi

25

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

t

26

Belanja modal Pengadasan Alat Laboratorium }htimdmmmka

27

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium K].lmato]ug

28

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir

30

Belanja niddaluli'engadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan

31

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pemmbuatan Pola
Belanja moedal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography

33

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses P:ngclasan

34

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan

33

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie

37

Belanja modal Pengadaﬂn Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam

38

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas

39

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil

40

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel

41

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kerarmik

42

Belanja medal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet =~

43

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorfum Uji Kulit, Karet dan Plastik
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45

Belanja modal Pengadaa.n “Alat 'Laboratonum Proses Teknologi Selulosa

Belanja madal Pengadaan Alat Laboraterium Pertanian

47

Belanja modal Pengadasan Alat Laboratorium Pertanian A

48

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B

49

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
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50

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorinm Energi Surya

34



23

51

[Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas __

52

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi

23

53

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

23

54

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan

23

55

Belanja modal Pengadaan Alat Laberatorfum Biologi

23

36

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika

23

57

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang

23

58

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorinm Proses/Teknik Kimia

23

59

Belania modal Pengadasan Alat Laboratorinm Proses Industri

23

60

Belanja modal Pengadaan Alai Laboratoriurn Kesehatan Kerja

23

61

Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan

23

23

52
63

Belanja modal Pengadasn | Laboratorium Hematologi & Urinalisis

Belanija modal Pengadaan Labomtonum Hematologi & Urinalisis A

23

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratonum Lainnya
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24

Belanja modal Pengadann Alat Peraga/Prakick Sekolah

24

01

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Babasa Indonesia

24

02

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika

03

Belanja modal Pengadaan Bideng Studi : [PA Dasar

24

Belanja modai Pengadaa.u Bidang Studi : [PA Lanjutan

24

24

05

Belanja modal Pengad Bidang Studi : IPA Menengah

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas

24

07

Belanja moﬁal Pengadaan Bidang Studi : IPS

24

og

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Jslam

24

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan =~~~

24

10

Bclanja modal Pengedaan Bidang Studi : Kesenian

24

Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga

24

12

Belanja modal Fengadaan Bidang Studi : FMP
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13

14

Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-Tain

Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

01

Belanja modal Pengadaan Analytical instrument

02

Belanja modal Pengadaan Instrument Probe / Sensor

03

Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool

Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A

05

Belanja modal Pengadaan ¢ Glassware Plasuc/Utensils
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Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
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01

Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
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Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific

03

Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System

Belanja modal Pengadaan Recorder Display

05

Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
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06

Belanja modal Pengad Measuring / Tcstin-g Device

07

Belanja modal Pengadaan Opto Elecironics

]

Belanja, modal Pengadaan Accelator

Belanja modal Pengadaan Reactor Expermental System
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Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi ngkl.mgan

01

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Keschatan

02

Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja

03

Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan

Beianja modal Pengadaan Metcorological Equipment

05

Belania modal Pengadaan Sumber Radiasi
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28

01

Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment

Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)

28

02

Belanja modal Pengadaan Nen Destructive Test (NDT) Device

28

03

Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir

28

04

Belanja modal Pengadaan Peralatan ITidrologi
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05

29

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratonum Lingkungan Hidup

s
29

01

Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah

29

03

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran

20

Belanja modal Pengadaan Laboratorfum Lingkungan
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29

05

Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
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29

Belanja mo&alPengadaan Peralatan Laboratorivm Hidrodinamika

01

Belanja modal Pengadaan Towing Carriage

02

Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber

03

Belanja modal Pengadaan Data Accquistion and Analyzing System

Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel

05

Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes

Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
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07

Belanja modal Pengad Pemesinan ; Model Ship Workshop

08

Belanja modal Pengad, Pemesinan : Propeller Model Workshop
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|Belanja mndal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop

Belanja modal Pengadaan  Pemesinan : Precision Mechanical Workshop

11

Belanja modal Pengadaan, Py inan Painting Shop
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Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
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30] "13 Be]an_la » modad Pcngadaa.n Pemesinan : Electrical Workshop

30 14 Be]anja modal Pengadaan MOB

30} 15 |Belanja modal ial Pengadaan Photo and Film Equipment
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31 Belanja modal Pengadaan | Senjata Api Api

31| 01 |Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam

31| 02 {Belanja modal Senjata Pinggang

31§03 Be]a.u;amndalSengataBabu[Senyata.IamsPamanﬂ
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31| 04 |Belanja modal Senapan Mesin

311 05 |Belanj modal Mortir

31] 06 Be!anja modal Anti Lapis Baja

T

31] 07 |Belanja modal Artileri Medan (Armed)

311 08 |{Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhamud)

31| 09 |Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
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31| 10 |Belanja modal Kavaleri
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31| 11 |Belanja modal Senjata Lain-lain
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32 Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api

32} 01 [Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
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32| 02 |Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api
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33 Belanja modal Pengadasn Amunisi

b

33| 01 |Belanja modsal Pengadaan Amunisi Umum
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33| 02 |Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
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Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
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01 |Belanja moda} Pengadaan Laser
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‘{Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

01 |Belanja modal Pengad Alat BRanty Keamanan
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35| 02 |Belanja modal Pengadaan Alat Ferlindungan

35 | 03 [Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
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Belanja Modal Gedung dan Bangunan

01 Belanja modal Penpadaan Bangunan Gedung Tempat Kexja

01| 01 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

01| 02 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang

01} 03 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel

01| 04 {Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi

011 05 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratotium

01| 06 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan

01| 07 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium

01| 08 |Belanja modal Pengadasn Bangunan Gedung Tempat Thadah

01| 09 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terapat Pertermuan

01| 10 |Belanja modaleengadaanBangunanGedu.ng Tempat, Pendidikan

01| 11 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Glah Raga

01{ 12 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperesi/Pasar

01| 13 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

01| 14 |Belanja modal Pengedaan Bangunan Gedung Carasi/Pool

01| 15 |Belanja modal Pengadasn Bangunan Gedung Pemotongan Hewan

01] 16 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik

01| 17 |Belanjs modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus

01 18 {Belanja modal Pengadaan Rangunan Kandang Hewan/Ternak

01| 19 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakesan

01{ 20 {Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Musecum

01! 21 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

01| 22 |Belanja modal Pengadaan Bangunsn Pengujian Kelaikan

01| 23 |Belanja moda! Pengadaan Bangunan Lembaga Pemagsyarakatan

01 24 |Belanj modalegadaanBangménRumahTahanan

01| 25 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
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01| 26 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
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01 27 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

02 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

02| 01 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan 1

02| 62 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negam Golongan II
02| 03 |Belanja modal Pengad Bangunan Rumah Negara Goloongan IE

02| 04 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

02| 05 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama

02| 06 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel

02| 07 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Matel

02| 08 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
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03 | Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

03] o1 |I Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai

03| 02 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidek Bermenara

031 03 |Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara ‘.l‘e!ekomunikasn
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Belanja modal Pengadasan Bangunan Bersciarah

01 |Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan

02 |Belanja modal Pengadaan Rumah Adat

03 |Belany modalPengadaanRumahPemngggalanSe_‘amh
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04 |Belanja modal Pengadaan Makam Scjarah
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Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat rbsfdah Bersejarah
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Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

053] 01

Belanja modal Pengadaan Tugn Kemerdekaan

053] 02

Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
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03] 03

Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya

Belanja modal Pengadaan Candi )

06 01

Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu

Belanja modal Pengadaan Candi Budha
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06 03

Be!.l_an_]a modal P P d. Candi Iamn):a
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Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah )
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Q71 01

Belanja modal i’engada_an Bangunan Bersejarah lainnya
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Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan

&)

[

03] 01

Belanje modal Pengadaan Tuga Peringatan

w

Belanja modal Pengadaan Tugu Titlk Kontrol/Past
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Belanja maodal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
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0o 02

Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu

10| 01

Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Damt

101 02

Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
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10] 03

Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

11101

Belanja modal Pengadaan Rumwey / Threshold Light

T

11} 02

Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VAST)

111 03

Relanja modal Pengadaan Approach Light

11) 04

Belanja modal Pengadaan Rumwey Idenuﬁpauon nght (Rells)

11| 05

Belanja modal Pengadaan Signal

11} 06

Belanja modal Pengadaan Flood Light
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Belanja Modal Jalan, Irigasl dan Jaringan

01

Belanja modal Pengadaan Jalan

o1l o1

Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional

Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi

01} 03

Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

01| 4

Belanja modal Pengadaan Jalan Desa

01] 05

Be]an]a modal Pengadaan Jhla.n Khusus

01} 06 i

Belanja modal Pengad. Jalan Tol

01| 07

Belania modal Pengadaan Jalan Kereta
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o1} 08

Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang

01; 09

Belanja madal Pengadaan Jembatan

02] 01

Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional

02) 02

Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi

02] 03

Belania madal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa

02] 05

Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus

02| 06

Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol —— ~ ~ 77
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021 07

Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api

Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang

02| 09

Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
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02| 10

03

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi

03} 01

Belanja modal Pengadasn Bangunan Waduk

03| 02

Belania modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi

03} 03

Belanja modal Pengadasn Bangunan Pembawa Irigasi

03] 04

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi

03| 05

Bel modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
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03| 06

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
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03| 07

04

Bclanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surat

04| o1

Belanja modal Pengadaan Bangunan Wadulk

1 Béiénja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Sunrt

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut

Beiania modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
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Belanja modal Pengadasn Bangunan Pelengkap Pasang Surut

Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surat
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05

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder

05] 02

Belanja modal Pengadaan_ Bangunan Pengembalian Pasang Rawa

05 03

"

05 04|

05] 05

| Belania madal Pengad, Bangunan Pembawa Pasang Rawa

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa

Belan]a modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut

051 06

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa

05] 07

Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
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Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam

01

Belanja modal Pengad BangunanWaduchna.nggulanganSungm

02

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai

03

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman

Bc]an}a modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

05

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamapan Sungai
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Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

01

Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sucber Air

02

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengarsbilan Pengembangan Sumber Air

03

Belanja modal Pengadasn Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

Belanja modal Pengadasn Banpunan Permbuang Pengembangan Sumber Air

05

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembanggx; Sumber Air

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
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07

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

01

Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku

Belanja modal Pengadasn Bangunan Pengambilan Air Bersih/Balku

03

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersxh/mr Baku

05

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Ajr Bersih/Air Baka
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Belanja modal Pengadaa.n Bangunan Air Kotor

0

-

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor

02

Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor

03

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor

04

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
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05

06

Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air

0l

Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut

Belanja modal Pengadasn Bapgunan Air Tawar
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03 |C

Belangja modsal Pengadaan Instélam Air Minum Bersih

01

Belanja modal Pengadasn Air Muka Tanah

02

Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air

03,
05

Belania modal Pengadaan Air Tanah Dalam

| Belanja mudal Pengadaan Air Tanah Dangkal

Belanja modalPengadaanAxrBersih/Aeraku Lainnya
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Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

01

Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor

02

Belenja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri

03|

B_e_lan_}a modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
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Belanja modal Pengadasn Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
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01

Bela.uja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organil
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i LBé]anja modal Pengadaan Instalast Pengolahan Bahan Bangunan

B

01

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Belanja modal Pengadaan Instalasi Pensbangkit Listrik

01

| Belanja modal Pengadaan Pemrbangkit Listrik Tenaga Air

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

03

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)

04

Belanja modal Pengadann Pembangkit Listrik Tenaga Angin (FLTAN)

05

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

06

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

f

07

Belanja modal Pengadaan Pembangikit Listrik Tenaga Gas {PLTG)

08
09

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi {PLTF)
Belanja modal Pengadaan Pembanglit Listrik Tenaga Tenaga Surys (PLTS)

10

Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (FLTB)
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11

Belanjs modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samuderaf Gelombang Samudera (PLTSmj
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Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk

Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
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Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
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Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertabanan Di Darat
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18

Belan_]a modal Pengadaau Instalasi Gas

18

01

Belanjs modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas

18

02

Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
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18

03

19

Bc]anja modal Pcng.adaan Instalasi Pcnga.man
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Belanja modail Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
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20

Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
Belanj modal Pengadasn Jaringan Pembawa

20

Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi

20

Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi

20

Belanja modal Fengadaan Jaxingan Sambungan Kerumah
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Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik

EN

21

01

Belanja modal Pengadasan Jaringan Transmisi
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21

02

Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi

22

Belanja modal Pengad Jaringan Telepon

22

01

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah

22

02

Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon i bawah Tanah
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22

Belanja n}ndal Pengadaan Jaringan Telepop Didalam Air

23

Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas-

01

Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi

02

Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi

23

03

Belanja modal Pengadasn Jaringan Pipa Dinas

23

04

Belanja modal Pengadaan Jaringan BBEM

23
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Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal Pengadaan Buku

o1

Belanja modal Pengadaan Umum

Belanja modat Pengadaa.n Filsafat

03

Belanja modal Pengadaan Agama

04

Belanja modal Pengadaan {lmu Sosial

05

Belanja mrodal Pengadazn Ilmu Bahasa

Belanja moda! Pengadaan Matcmatika & Pengetahiuan alam

o7

Belanja modal Pengadaan limu Pengetahuan Praktis

Belanja modal Pengadaan Arsxtektu.r Keseman, Olah raga
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09

Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
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Belanja modal Peugadaan Terbitan

B RN

| 01

02

103

Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
Belanja modal Pengadaan Bulcu Laporan

Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan

01

Belanja modal Pengadaan Peta
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02

Belanja medal Pengadaan Naskah (Manusktip)

03

Belanja modal Pengadaan Musik

04

Belanja modal Pengadaan Karya Grafika [Graphic Material}

05

Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita

Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)

a7

Beilanja modal Pengadaan Rekaman Suara

08

Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer [Computer Files)

09

Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video

10

Belanja modal Pengadaan Tarscalt
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11

01

Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

Belanja modal Pengadaan Pahatan

02
03

Belanja modal Pengadaan Lukisan
Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian

Belanja modal Pengadaan Alst Olah Raga

05

Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan.

Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen

07 |

EBelanja medal Pengadaan Benda-benda Bersejarah

08

Belgnja modal Pengadaan Barang Kerajinan
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09

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainoya

o1

Belanja modal Pengadaan Senam

02

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
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03

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara

Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Lhichion|dnjo

05 |1

Belanja modal Pengadaan Hewan

01
02

Belanjs modal Pengadann Binatang Ternak
Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas

I

03

Belanja modal Pengadaan Binatang Melata

04

05

Belanja modal Pengadaan ‘Binatang Tkan

Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang

06

Belanja medal Pengadaan Hewan Pengamanan

wefeitit (o @l

ol

enlen | ienjon|on wlan !

o7

9



5]2]5]|o7 Belanja modal Pengadaan Tanaman

5| 2 | 5{07] 01 |Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
52| 5|07] 02 Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura ]

51 2 | 5 |07] 03 |Belanja modal Pengaduan Tanaman Kehutanan

512 5)07]04 Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias o

5| 2 | 5 [07] 05 |Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika ]

5]2}5]|07] 06 [Dst......

BHE — |BELANJA TAR TERDUGA i
BHEIF Belanja Tak Terduga

51311)01 |Belanja Tak Terduga -

5] 3] 1}01] 01 |Belanja Tak Terduga
6| TRANSFER

6|1 TRANSFER BAGI HAEIL FENDAPATAN _ ]
6|11 " | Fransfex Bagl Basit Pajak Paerah
(6] 14101 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota ]

61 1] 1]01; 01 [Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota ...... B

6| 1] 1]01] 02 Dst... _ ]

6/1]|2 Transfer Bagl Hasil Pendapatan Lainnya |
:6_ ij2]01 Transfer Bagi Hasll Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota ]

6] 1| 2 |0i] 01 |Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota .........

6 1] 2]01] 02 D8, iiriiraranreseeiisrsminanees : ]
[ 6] 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN )
6| 2]1 Transfer Bantuan Eenangan ke Pemerintah Dacrak Lainnya

6|12]1]01 |Bantuan Keuangan ke Propinsi ]

6| 2] 1{01] 01 |Bantuan Keuangan ke Propinsi ..........

(6| 2{1]o1]02[Dst .l i ]

62110z Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota ”

6| 2| 1102} 01 |Bantuan Keuangan ke Kahupaten fKota ...

6{2]1][02] 02|Dst.. -

ARIE “ i’.ﬁ_ __,“

6el2]2]o01 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa B

6[ 2] 2[01] 01 [Transfer Bantuan Keuangan ke Desdt ...o..0.o ~

62| 2fo1]02[Dst. ... T T T i

6/2]3 Transfer Bantuan Keunangan Laiinya T e
6| 2[3|01| |Bantuan Keuangan kepada Partai Politik T

61 2| 3101] 01 |Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ........
|6 2] 3]|01] 02 Dst....... B T

6|2]|4 Transfer Dana Otonomi Khi CorrTT

612|401 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota _

6124 01| 01 Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota . o
(6] 2] 4 fo1] 02 [Dst......... -

= AT AR —

7|1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN j

7[1[1 |Penggnnman siiFa -

7| 1] 1 01| |Penggunaan SILPA tahun sebelumnya e

7| 1] 1}01]| 01 |Penggunaan SiLPA tzhun sebelumnya " -
CIgNETs - . o

7lif2]o Pencairan Dana Cadangan T -

7( 1| 210101 {Pencaitan Dans Cadangan ............

71 1[12]01{021DSt.iiiieiens e -
7|13 Hasil Penjualan Eckayaan Dacrali yeng Dipisablan o
711 3]o Hasil Penjualan Kekayean Duerah yung Diplsakikan

71 1 3]0]1| 01 |Hasil penjualan kekayasn daerah yang dipisabkan pada perusahiaan milik Pemerintah/ BUMN

7i 1{ 3 |01]| 02 |Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daemh/ BUMD

71 1] 32101] 03 |Hasi penjualan kekayasn daerah yang dipisahkaen pada perusahaasn milik swasta

T| 1| 4 Pinjoman Dalam Negeri L T

711|401 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank

711} 4101} 01 |Pinjaman Dalam Negeri dari Bapk ............

7111 4]01




]

7fi|a]oz Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7| 1 t 4 | 02| 01 [Pinjaman Dalam Negeri dari Lembags Keuangan Bukan Bank
71 1| 4|03 Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
| 71 1| 4 [03] 01 [Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Dacrah
71114104 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
|7} 1] 4 [04] 01 |Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat ]
71114105 ijaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi La.mnya
7| 1] 4105]| 01 {Pinjan Dalam Negeri dari Pemermtah Provinsi Lainnya
71406 Pinjaman Dalam Negeri dart Pemerintah Kabupaten/Kota ]
7111|4106} 01 |Pinjaman Dalam Negeri dari Pemexintah Kabupaten/Kota _ H
HERE Penerimnan Kembali Plutang
711315101 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
71 1| 5 o1l 0t |Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
:7 1] 5|02 Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7} 1| 5| 02| 01 |Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusabaan Daerah
(7] 1| 5[03] _|Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
| 7] 1] 5{03[{01 Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
71115104 Penerimaan Kentbali Pintang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
| 711} 5 {04| 01 {Pencrimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
F1T1[5]0s Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
71 1| 505} 01 |Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
Tj1]| & Penerimann Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
71116101 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7| 1] 6 ]01] 01 |Penerimasn Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
711602 Penarikan Dana Bergulir
7111 & ]02] ot |Penarikan Dana Bergnlir
7i1/61{03 Pencairan Deposito Jangka Panjang
71 1| 6 [03]{ 01 {Pencairan Deposito Jangka Panjang
7t1i|6(04 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
71 1] 6 | 04| 01 |Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lajnmya
7{1|7 Pinjaman Lnar Negerl
7117101 Pinjaman Luar Negeri I
7] 1) 7101} 01 |Pinjaman Luar Negeri
7i1]|8 P i u-ur_iii—:lng Jungka Paniang Lainnya T T T
71118101 Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7] 1] 8 {61 01 {Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
712 ~ PENGELUARAN PEMBIAYAAN
ettt s Berituian Dana & . et e e —— ]
71 2111]01 Pembentukan Dana Cadangan
71 2] 1]01] 01 |Pembentukan Dana Cadangan
7|22 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Dacrah
712 2 |01]  [Penyertann Modal pada BUMN
7)1 2| 2]01) 01 |Penyertann Modal pada BUMN R
7| 212 |02]  |Penyertaan Modal pada BUMD -
7| 2] 2 02| 01 |Penyertaan Modal pada BUMD
712]12§{03 Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
71 2] 2]103| 01 [Penyertaan Modal pada Perizsehaan Swasta
71213 Pembayaran Pokok Pinj: Dalom Neperi
712,301 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
71 2] 3|01 01 |Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7121302 Pembayaran Pokok Pinj kepada Lembaga Keuangan Buken Bank
71 2] 3 }|02] 01 [Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembags Keuangan Bukan Bank
712303 Pelunasan Obligasi Daerth o T -
712} 303 01 |Pelunasan Obligasi Daerah e
71213104 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
712! 3]04{ 01 {Pembayaran Pokok Pinjuman kepada Pemerintah Pusat
712 3'|05| " |Pembeyaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintzh Provinsi Lainnya I
7| 2 | 3 | 05] 01 jPembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya e

2



7127306 Pembayaran Pokok Pinj kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7| 2 | 3 |06] 01 |Pembayaran Pokok Pimj n kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7l2]4 Pemberian Pinjaman Dacrah
712|401 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara o
71 214 [ 01| 01 |Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
71214 {o2] |Pemberian Pinjaman Dagrah kepada Perusahaan Daerah N
7| 2]4]02]|01 Pemberian Pinjaman Daeran kepada Perusahaan Daerah
1 2]l 4j03 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
71 271 4 [03] 01 |Pemberan Pinjaman Daerab kepada Pemegintah Pusat B
71 2] 404 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daemh Lainnya ) |
|71 2| 4)04] 01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
{25 Pengeluw Investasi Non Perma Lainnya
7| 2[5 [e61] |Pembentukan Investasi dalam Pruyck Pembangunan
71 2 5 [o1] 01 |Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
(7] 2[5 ]02 Pembentukan Dana Bergulir ]
7| 2| 5 | 02] 01 |Pembentukan Dana Bergulir
7 215103 Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7| 21 5 | 03] 01 {Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7|27 504 Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
71 2| 5 | 04] 01 [Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya . ]
(7126 Pemhynm Pokok Pinjaman Luar Negeri
71216]01 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
| 7| 2] 6 {01] 01 |Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri }
(7127 01| _|Pembayaran Utang Jangka Panjang Lajxiilyq . - h
7| 2| 7 |o1] 01 |Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
8 PENDAPATAN . LO - ] B
8|1 "~ |PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
s|l1]1 Pendapatan Pajak Dacrah - LO ]
8] 1| 1[o1| |Pajak Kendaraan Bermotor {PKE) - LO__ _ .
18| 11 1j01] 01 |[PKB - Mobil Penumpang - Sedau - LO _
81 1] 11}01{02|PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8] 1| 1)01| 03 |PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO _
8| 1| 1|01} 04 |PKB - Mobil Bus - Microbus - LO |
8| 1] 1 (01| 05 |PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8t 1] 1]61f06 |PKB-Mobil Barang/ Beban - Pick Up - 10
8] 1| 1|01} 07 |PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8] 1| 1]01| 08 |PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck Lo
8| 1 { 1] 01] 09 |PKB - Sepeda Motor - Sepeds Motor Roda 2 - LO B
8Y 1| 1 |01| 10 [PKB - Sepeda Molor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
81 1] 1101] 11 [PKB - Kendaraan Benmotor yang Dioperasikan di Air - LO
BRI B T
8l1{1(02 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO T i} G
8] 1] 1)02] 01 |BBNKE -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8| 1] 1]02} 02 |BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - 1.O
8] 1] 1]02] 03 |[BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
81 1] 1]02] 04 |BBNKB -Mabil Bus - Microbus - LO
8| 1{ 1 }02] 05 |BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO o
8] 1| 1 jo2{ 06 [BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO A
81 1] 1|02} 07 |BBNKE -Mobil Barang/ Beban - Light Truek - LO
| 8| 1| 1 |02]| 08 |BBNKE -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO N T
8| 11 1 |o2] 09 |BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Mator Roda 2 - LO
8| 1| 1|02} 10 |BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO -
g[1]1 rasikan ¢
8|l111 -
8| 1{1[03] _[Pajak Baban Bakar Kendaraan Bermotor - LO T -
8| 11t | 03] 01 |Pajak Bahan Bakar Premium - LO T
8| 1§ 1]03] 02 |Pajak Bahan Bakar Pertamax - LO -
8| 1 1]103] 03 |Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LO
8] 1] 1303)] 04 |Pajak Bahan Bakar Solar - 1O B T
8| 1| 103105 |Pajak ‘Bahan Bakar Gas - LO
811 1j03[06[Dsat............. -
8| 1]1]64 Pajak Air Permukaan - LO
8| 1] 1104} 01 |Pajak Air Permukaan - LO o
|81 1] 1105{ [Pajak Rokok - LO _ T
81 131}j05]01 Pajak Rokok - LO

42



Pajak Hotcl - LO
01 [Hotel - LO

02 |Motel - LO

03 |Losmen - LO . . .
Gubuk Pariwisata - LO . . _ . i
05 |Wisma Pariwisata - LO

06 |Pesanggrahan - LO

07 |Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO

'0% |Rumah Kos dengan jumlah kamar lcbih dari 10 (sepuluby - 1O
06| 09 |Dst.....
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07 Pajak Restoran - LO

071 01 |Restoran - LO .
07| 02 [Rumah Makan - LO

07| 03 [Kafetaria - LO

' Kantin - LO

07| 05 [Warung - LO

07} 06 |Bar - LO i
07| 07 |Jasa Boga/ Katering - LO
07| 08 {Dst.....
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ot (s |t [ e [t |yt | | et
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08 Pajek Hiburan - LO

3

08! 01 |Fontonan Film/Bioskop - LO

08| 02 {Pagelaran Kescnmn/Musik/Tan/Busanu Lo
08| 03 |Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
08| 04 [Pameran - LO

o0 (08 |00 0o !moumooloa|oaz‘m:m{ce mIGO OO‘M oo!m—lm o

05 | Diskotik, Karaoke Klab Malam dan sejenisnya - 1O
08| 06 [Sirkus/Akrobat/Sulap - 10
08| 07 |Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO

08! 08 |Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
03] 09 |Pant Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran {fitnes center) - LO

08] 10 |Pertandingan Olahraga - 1.0
08 11 |Dst.....
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Pajak Reklame - LO

01 {Pajak Reklame Papan/Bﬂlboard/Videotmn/Mcgmmn Lo

02 |Pajak Reklame Kain - LO

03 |Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO

e [t et | bt

04 |Pajak Reklame Selebaran - LO
05 |Pajak Reklame Berjalan - LO

07 |Pajak Reklame Apung - LO

08 |Pajak Reklame Suara - LO

09 {Pajak Reklame Film/Slide - LO
10 {Pajak Reklame Peragaan - LO
11 |Dst..... N
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09
09
(48]
09
09
09
09| 06 |Pajak Reklame Udara - LO
09
09
09
09
]

g N e e e e e N e L
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Pajak Penerangan Jalan - LO
01 [Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendm LO
02 [Pajak Penerangan Jalan sumber Iam 1o

©o!0o e
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—
(=]

-
i
fon
et
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1l Pajak Paridr - LO
1 | 11] 01 |Pajak Paskir - LO s

1 | 12| |Pajak Air Tanah - £O
01 [Pajak Air Tanah - LO B : o

[ Vg P

13

oo toe|oo |0

-
—
—
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-
—
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Pajak Sarang Burung Walet - LO
01 |Pajak Sarang Burung Walet - LO

108 oo
e
-
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14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
14{ 01 |Asbes - DO B

14| 02 |Bata Tulis - LO
14| 03 |Batu setengah permata - LO
14| 04 |Bam Kapur - LO

14| 05 |Bata Apung - LO

14| 06 |Batu Permata - LO
141 07 |Bentonit - LO

?r—-v—-;—-.-r—-»—-

14| 08 |Dolomit - LO

14| 09 |Feldspar - LO s A

14| 10 |Garam Batu ([Halite} - LO
14| 11 |Grafit - LO

14| 12 |Granit/Andesit - LO
14] 13 1Gips - 1.O

14| 14 |Kalsit - LO
14| 15 |Kaolin - LO
14| 16 |Leusit - LO
14| 17 |Magnesit - LG

<0 |00 |¢o 000000 00t00 G to|00itite:tn|oc|te || |0

14| 18 [Mika - LO
14| 19 |Marmer - LO

14} 20 |Nitrat - LO

14} 21 [Opsidien - LO

14! 22 |Oker - LO

14| 23 |Pasir dan kerikil - Lo~
14] 24 Paserua.rsa LO
14] 05 [Perfit-LO

14} 26 |Phospat - w

14| 27 |Talk - LO

e e e el i e O T R T o T T R L
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141 28 |Tanah Scrap (Fullers earth) - LO
14| 29 |Tanah Diatome - LO
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30

Tanah Liat - LO

14

31

Tawas {Alumj - LO

14

32

‘Tras - LO

14

33

Yarosif - LO

14

34

Zeolit - LO

i4

35

Basal - LO

14

Trakit - LO
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14

37

Mineral bukan logam dan lainnya - LO

3

o

15

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - 1O

oo
—
| e

"l‘ajakBumidanBan_gunanPerdesaandanPerkomnn-w

16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB] -

et |

16

01

BPHTB - Pemindahan Hak - LO

o |00 o
Pt

16

,02 -

BPHTE - Pemberian Hak Barn - Lo

foo|
[
N

Pendapatan Retribusi Dacrah - LO

Retribusi Pe!ayanan Kesechatan - LO

Pelayanan keschatan di Puskesmas - 1O

Puskesmas keliling - LO

Puskesmas pembantu - LO

3 Rumah Sulit Umum Daerah - LO

Balai Pengobatan - Lo

oo |00 o8 oo | [o0ioe
Oy POy FUg PN PUP) PO O
i [pl ek {e

T t pelayanan kesehatan !mnnya yang sejenis yang dimiliki dan[atau dikelola oleh pemda -LO

02

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersiban LO

02

Pcngambﬂan/?engumpulan Sampah dard sumbemya ke lokasi pembuangan sementara - L.O

@ o oo
= [ [
NN (N

02
02

02

Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pemmbuangan
akhir sampah - LO
Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO

03

03

01

Kartu Tanda Pt_eg;:luduk LO

03

062

Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO

03

03

Kartu Idenutas Keja - LO

03

Kartu Penduduk Sementara - LO

03

05

Kartu Identitas Penduduk Masiman - LO

03

06

Kartu Keluarga - LO

00|00 (00 | G0 | oo foe oo lo0
e el L bl e Rl Ll
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03

07

Akla Catatan Sipil - LO

04

Retribusi Pela_y“'ana.n Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO

o Co{da
LR

04

01
02

Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - 1.O

=]

05

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Upum - LO

o

05

01

Penyediaan Pelaysnan Parkir di Tepl Jalan Umum - LO

jesles

Retribusi Pelayanan Pasar - LO

o

Pelataran - LO

02

joo oo jon e
Tk e b [
B RN b2

03

Retribusi Pengujian Kendarean Bermotor - 10

01

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO

%o

.02
03

Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO

Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus -LO =~~~

05

Retribusi PKB - Mo'qilpug. Bus - LO

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Up- 10

07

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

03

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO

|{Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Rada 2 - LO

]

10

Retrﬂ)usx PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
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11

12

08

Retribusi Pemeriksaan Alat Permadam Kebakaran - LO

08

01

Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaren - LO

08

02

Alat Penanggulangan Kebakaran - LO

a8

03 |

[Alat Penyelematan Jiwa - LO

I R ]
bbb e |

08

Dst....

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO

01

Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO

02
03

Penyediaan Peta Foto - LO
Penyediaan Peta Digital - LO

04

Penyediaan Peta Tematik - LO
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05

Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO

ol

10
10

o1

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
Penyed:aan dan/fatau Pcnyedota.n Kakus - LO

11

Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO

11

01

Rumah Tangga - LO

11

02

Perkantoran - LO
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11

03

Industri - LO




18] 1. 2112 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO 7 .
8| 1] 2 [12] 01 [Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapammya - LO ]
8l 1212402 Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO
81 1| 2[13] [Rewibusi Pelayansn Pendidikan - LO k i -
8] 1| 2]13] 01 |Pelayanan Penyelenggaraan Pcnd:dikan o _
| 8] 11| 2]13] 02 |Pelatihan Teknis - LO _
| 8|l 112¢14 Retribusi Pengendalian Menara Telr:komun,ikasi - L0 o
8| 1| 2114] ot |Pemanfantan raang untuk menara telekomunikasi - LO _
8| 172 [15] _|Retribusi Pemaiaian Kekayasn Daerah - LO
8| 1| 2 | 15] 01 [Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO - ~
81 1] 2115] 02 {Laboratorium - LO o ]
gl 1] 2[15]| 03 [Ruangan -LO o
8] 1| 2|15| 04 [Kendaraan Bermotor - LO o
g{1]2 16 """ |Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8| 1| 2|16} 01 [Penyedinan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - 10 B
8| 1| 2|16} 02 |Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO -
8| 11 2 |16) 03 |Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO B
811|217 Retribusi Tempat Pelelangan - LO -
81 1) 2|17} 01 |Pelelangan lkan - LG ~ . .
81 11 2117] 02 |peclelangan Temnak - LO )
811/} 2117] 03 |Pelelangan Hasil Bumi - L0
g1 11 217! 04 |Pelelangan Hasil Hutan - LO
8] 1] 2]17]| 05 |Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8l112{18 Retribusi * Terminal - LO -
8] 1} 2 (18| 01 |Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum -LO_
8| 1| 2|18| 02 |Tempat Kegiatan Usaha - LO
8] 1] 2118] 03 |Fasilitas Lainnya d Lingkungan Terminal - o o o
81219 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO o
8311} 2119101 Pe]ayanan Tempat Khusus Parkir - Lo
s |17 2]20] |Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/ Villa - LO -
8| 1] 2]20| 01 |Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vVila - LO
8l1]2]21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO -
81 1] 2]21] 01 |Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8 2 | 21| 02 |Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - 1O . ~
8| 1] 2122] |Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO o
8| 1| 2|22} 01 [Pelayanan Jasa ke Pelabuban - LO
8| 1]2]23 Retribusi Tempat Relaeasi dan Olah raga- LO
8| 1| 2]23] 01 |Pelayanan Tempat Rekreasi-10_ ~ " T T
8( 1| 2 {23] 02 [Pelayanan Tempat Pariwisata - LO - B
81 1| 2 ]23] 03 |Pelayanan Tempat olahraga - LO
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81 1] 2[24] 01 |Pclayanan Penyebrangan Omng LO e
8 2 | 24| 02 |[Pelayanan Penyebrangan Barang LO o
8] 1] 2]|25| _ |Retribusi Penjualan Praduksi Usaha Daerah - LO
8| 1| 2| 25| 01 [Penjuatan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO -
8l1]2)2 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO )
8] 1 | 2 [26] o1 |Pemberian Izio Mendirikan Bangunan - LO o
gsttlalar Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beraliohol - LO
1871 1] 2 |27] 0l |Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Berglkohol - LO
8] 1| 2|28] |Retribusilzin Gangguan -LO o
841 1] 2 |28]| 01 |Pemberian Izin Gangguan tempat Ussha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO B
8] 1] 2]28] 02 |Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
sl1]2]20 Retribusi Izin Trayek - LO .
8|17 2| 29| 01 [Pemberian fzin Trayek kepada Omng Pribadi - LO__ T
81 1] 2[29)] 02 |Peraberian Lzin Trayek kepada Badan - LO _
8] 1] 2[30] [Retribusi kzn Perikanan - LO ) ]
8 2 | 30| 01 |Pemberian kzin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO B
8] 1| 2 30| 02 |Pemberian Izin usaha Perikonan kepada Badan - LO - T
s|1]2731 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO_
(8| 1} 2|31) 01 |Penggunaan ruas jalan terentn - 1.0
8| 1| 2 [31] 02 [Penggunaan koridor tertentu -LO o T
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8| 1}2]|32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ~ LOy
8| 1} 2132]| 01 [Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerfa Tenaga Kerja Asing - LO
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Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

01

Hasil Penjuaian Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
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Hasil Penjualan Aset Tetap Lafonya - LO
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Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
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Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
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Penerimaan Jasa Giro - LO
Jasa Giro Kas Daerah - LO
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Jasa Giro Kas Bendahara - LO
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Jasa Giro Dana Cadangan - LQ
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Pendapatan Bunga - LO
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Tuntutan Ganti Kertgian Daerah - LO
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Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 1O
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Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
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Pendapatan Denda Pajak - LO
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Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
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Penda-patan Denda I’ajak Bahan Balar Kendamman Bermotor - LO

Pendapatan Denda Pajak Air Permeukaan - LO
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06

Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
Pendapatan Denda Pajak Hotel - 1O
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Pendapatan Denda Pajek Restoran - LO
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Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO

09

Pendapatan Denda Pajak Reldame - LO

10

Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
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Pendapatan Denda Pajok Parkir - LO

12

Pendapatan Denda Pajalk Air Tanah - LG

13

Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
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Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batian - LO
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Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - 1O

02

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO

03
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Pendapatan Dendn Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO

12

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
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Pendapatan Denda Retribnsi Pelayanan Pendidikan - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
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Pendapatan Denda Retribasi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir ¢an/ atau Pertokoan - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khsus Parkir - LO

20

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan, / Pesanggrahan/ Villa - LO

21

Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO

22

Pendapatan Denda Retribusi Pclaya.nan Kepclabuhan - LO

23

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO

24

Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - 1LO

25

Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - 1.0

26

Pendapatan Denda Retribusi lzin Mendirikan Bangunan - LO

27

Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Miouman Bcralkohol - LO

28

Pendapatan Denda Retribusi 1zin Gangguan - LO

29

Pendapatan Benda Retribusi Izin Trayek - LO

30

Pendapatan Denda Retribusi lzin Perikanan - LO
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Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO

Tendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
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Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO

02

Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
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Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
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Pendapatan Hasil Ekselnsi atas Jaminan - LO
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Hasil Eksekusi Atas Jaminan.gvtas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
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Pendapatan dari Pengembalian -LO
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Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
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Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
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Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - 1.0
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Fasilitas Sosinl dan Fasilitas Umum - LO
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Fasilitas Sosial - LO
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VY D PP FUN
I NF Y ENEN

Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
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Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO

Pendapatz_m Penyelenggaraan Diklat - LO
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Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
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Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO

a3

Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
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Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO

01

Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daergh Golongan ITT - LO

02

Angsuran/Cicilan Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas - LO
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Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
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Hasil dari Pemanfaatan Kelia_yaan Daerah Sewa - LO
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Ilasil dari Pempanfaatan Kekayaan Dacrah Kerjasama Pemanfaatan- LO
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Hasil dari Pemanfaatan Kekayasn Daerah Bangun Guna Serah - LO
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
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|Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan Jasa Layanan Urnum BLUD - LO

02

Pendapatan Hibah BLUD - L.O

03

Pendapatan Hasil Kefjasama BLUD - LO
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Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

PENDAPATAN TRANSFER - LO
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Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
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01
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Bagi Hasil Pajak - LO
Bagi Hasil dari Pajak Butni dan Bangunan sektor Pertambangan - LQO

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
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Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanhan - LO

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 20 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal
21-LO

01

05

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
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Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - 10

01 [Bagi Flasil dari luran Hak Pengusahaan Hutan - LO SO

02 |Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO

03 |Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO

04 [Bagi Hasil dari [uran Tetap (Land-Rent} - LO

05 | Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan luran Eksploitasi {Royalty - 1O

06 BagiHasildariPungutanPengusahaanPerﬂ:amn-LO

07 |Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO

08 |Ragi Hasil dari Pertarnbangan Minyak Bumi - 1.0

00 |Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO
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Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
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01 |Dana Alokasi Umum - LO
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Dana Alokasi Kbusus (DAK) - LO
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01 |DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
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02 |DAK Bidang Infrastruldur Irigasi - LO
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03 |DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
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04 |DAK Bidang frestruktur Sapitasi- LO

05 |DAK Bidang Keluarga Berencana - LO

06 {DAK Bidang Kehutznan - LO

07 |DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - 1O

08 |DAK Bidang Kesehatan - LO

09 DAKBidangKelautgndanPcrﬂmnan-LO
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10 |DAK Bidang Prasarans Pemerintaban - LO

11 |DAX Bidang Transportasi Perdesasn - LO

12 |DAK Bidang Perdagangan - LO

13 | DAK Bidang Lingkungan Hidup - 1O

14 |DAK BidangSa:éna dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO

15 |DAK Bidang Pertanian - LO

16 |DAK Bidang Energl Pedesaan - L.O
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17 DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawnsan Perbatasan - 10

18 |DAK Bidang Pendidikan - LO
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02 |Dana Tambahan Infrastruktur- LO

Dana Penyesugian - LO

01 |Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO

02 |Dana Tambahan Penghasilan Gurn PNSD - LO

03 |Dana Insentif Daerah - LO
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Pendapatan Hibah dari Pemerintah -~ LO
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Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
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